
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15/ PMK. 02 / 20 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 6  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1 5  ayat (5 )  

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  tentang 

Penyusunan Rencana Kerja  Dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga, Pasal 8 ayat (2)  dan Pasal 9 ayat (2 )  Peraturan 

Presiden Nomor 1 3 7 Tahun 20 1 5  tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan Dan Belanj a  Negara Tahun Anggaran 20 1 6 ,  

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Revisi Anggaran TahunAnggaran 20 1 6 ;  

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2 0 1 5  tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja  Negara Tahun Anggaran 2 0 1 6  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5  Nomor 

278 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5767) ; 

2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 9 0  Tahun 20 1 0  tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 

Kementerian/ Lembaga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 0  Nomor 1 52,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5 178) ; 
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3 .  Peraturan Presiden Nomor 1 37 Tahun 20 1 5  tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanj a  Negara Tahun 

Anggaran 20 1 6  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20 1 5  Nomor 288) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini , yang dimaksud dengan : 

1 .  Anggaran Pendapatan dan Belanj a  Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat . 

2 .  Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang 

telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2 0 1 6  

dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Tahun Anggaran 20 1 6 .  

3 .  Kernen terian 

Kementerian 

Negara 

ad al ah 

yang selanjutnya 

perangkat · Pemerintah 

membidangi urusart tertentu dalam pemerintahan.  

disebut 

yang 

4 . Leinbaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi 

lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945  

atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

5 .  Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang 

tidak · dikelom pokkan dalam Bagian Anggaran 

Kementerian/ Lembaga (BA K/ L) .  

6 .  Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi 

di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan 
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oleh Menteri Keuangan dan bertanggung j awab atas 

pengelolaan anggara:n yang berasal dari BA BUN . 

7 .  Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran . 

8 .  Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan 

untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau 

pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2 0 1 6 .  

9 .  Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang 

selanjutnya disingkat RKA-K/ L  adalah dokumen rencana 

keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun 

menurut BA K/ L. 

1 0 . Rencana Kerj a  dan Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selarijutnya disebut RKA BUN adalah dokumen 

perencali.aan anggaran BA BUN yang memuat rmc1an 

kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanj a  

maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewaj iban 

pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa 

tahunan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

BUN . 

1 1 . Satuan Kerj a  yang selanjutnya disebut Satker adalah 

bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/ 

Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) . atau beberapa 

program/ kegiatan dan membebani dana APBN.  

1 2 .  Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja  dan Anggaran 

Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disingkat 

DHP RKA-K/ L adalah alokasi anggaran yang ditetapkan 

menurut unit organisasi dan program yang dirinci 

ke dalam Satker-Satker berdasarkan hasil penelaahan 

RKA-K/ L. 

1 3 .  Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran 

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut 

DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP 

BUN yang memuat alokasi anggaran menurut program 

dan ditetapkan · oleh Direktur Jenderal Anggaran atau 
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pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 

Anggaran . 

1 4 .  Program adalah penj abaran dari kebij akan sesuai dengan 

visi dan misi Kementerian/ Lembaga yang rumusannya 

rriencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit 

Kementerian/ Lembaga yang berisi kegiatan untuk 

mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerj a  yang 

terukur. 

1 5 . Hasil (Outcome) adalah prestasi kerj a  yang berupa segala 

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

(output) dari kegiatan dalam satu Program . 

1 6 .  Kegiatan adalah penj abaran dari Program yang 

rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satuan 

Kerj a  atau penugasan tertentu Kementerian/ Lembaga 

yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran 

(output) dengan indikator kinerja  yang terukur. 

1 7. Keluaran (Output) adalah prestasi kerj a  berupa barang 

atau j asa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 

tujuan Program serta kebijakan . 

1 8 .  Rumusan Kinerj a  adalah rumusan yang ditetapkan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan 

termasuk . sasaran kinerja  yang akan dicapai serta 

indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerj a  meliputi 

rumusan Program, Hasil (Outcome), Kegiatan , Keluaran 

(Output) , indikator kinerj a  utama, dan indikator kinerj a  

Kegiatan . 

1 9 .  Kegiatan Prioritas Nasional adalah Kegiatan yang 

ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerj a  Pemerintah 

yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga yang 

bersangku tan . 

20. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan 

adalah Program / Kegiatan/ Keluaran (Output) yang 

ditetapkan 
· 

oleh Pemerintah setelah Rencana Kerj a  

Pemerintah ditetapkan dan/ atau ditetapkan pada tahun 

anggaran berj alan . 
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2 1 .  Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga adalah 

Kegiatan-Kegiatan selain Kegiatan Prioritas Nasional 

dan/ atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah 

Ditetapkan. 

2 2 .  Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan 

untuk penyelenggaraan sebu.ah Satker dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk 

penyusunan dan penelaahan rencana kerj a  dan anggaran 

kemen terian / lem bag a. 

2 3 .  Komponen Input yang selanjutnya disebut Komponen 

adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan 

untuk menghasilkan sebuah Keluaran (Output) . 

24 .  Sisa Anggaran Kontraktual adalah hasil lebih atau sisa 

dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan /  atau 

penandatanganan kontrak dari · suatu pekerj aan yang 

target sasarannya telah dicapai . 

2 5 .  Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana 

yang berasal dari pekerj aan swakelola yang tidak 

mengurangi volume Keluaran (Output) yang direncanakan . 

2 6 .  Penerusan Pinjaman adalah pinj aman luar negeri atau 

pinj aman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah 

Pusat yang diteruspinj amkan kepada pemerintah daerah 

dan/ atau badan usaha milik negara yang harus dibayar 

kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu . 

2 7 .  Perubahan Anggaran Belanj a  Yang Bersumber Dari 

Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) yang selanjutnya 

disebut Perubahan Anggaran Belanj a  Yang Bersumber 

Dari PNBP adalah perubahan pagu PNBP dari target yang 

direncanakan dalam APBN.  

2 8 .  Lanjutan Pinjaman Proyek/ Hibah Luar Negeri (PHLN) atau 

Pirijaman/ Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah 

penggunaan kembali s1sa alokasi anggaran yang 

bersumber dari PHLN / PHDN yang tidak terserap , 

termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan 

penerusan hibah dan Penerusan Pinjaman . 
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2 9 .  Percepatan Penarikan PHLN / PHDN adalah tambahan 

alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PHLN / PHDN 

untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Kegiatan dalam 

rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan /  atau 

memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada 

Tahun Anggaran 20 16, termasuk percepatan dalam 

rangka pelaksanaa.n Kegiatan penerusan hibah dan 

Penerusan Pinjaman .  

30. Ineligible Expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran 

yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinj aman/ 

hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan 

dalam perjanj ian pinjaman dan/ atau hi bah luar negeri . 

31 . Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah 

perubahan atas rincian anggaran dan /  atau volume 

Keluaran (Output) yang telah ditetapkan dalam DIPA 

karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh 

menteri /pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran . 

3 2 .  Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas 

kebijakan yang sudah ada dan mengakibatkan perubahan 

rincian anggaran dan / a  tau volume Keluaran (Output) yang 

telah ditetapkan dalam DIPA.  

33. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terj adi di luar 

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya serta diketahui secara luas , sehingga 

kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak tidak 

dapat dipenuhi . 

34 . Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM) j enis tertentu dan bahan 

bakar gas cair (Liquefied Petroleum Gas/ LPG tabung 

3 (tiga) kilogram dan Liquefied Gas for Vehicle/ LGV) , dan 

subsidi listrik . 

35 . Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari 

Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan 

desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana 

Insentif Daerah , Dana Otonomi Khusus ,  dan Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan , dan 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Dana Desa. 

36. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN . 

adalah dana APBN yang dialokasikan menj adi kekayaan 

negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan 

perusahaan atau sumber lain untuk dij adikan sebagai 

modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau 

perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi , 

termasuk penyertaan modal kepada organisasi/ lembaga 

keuangan internasional dan PMN lainnya. 

3 7 .  Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej abat 

Eselon I Kementerian/Lembaga adalah Pej abat Eselon I 

selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) pada BA K/ L. 

38. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negara/ Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/ L 

adalah Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama/ 

Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung 

j awab langsung kepada menteri /pimpinan lembaga. 

39. Surat Berharga Syariah Negara Untuk Pembiayaan 

Kegiatan/ Proyek yang selanjutnya disingkat SBSN adalah 

surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk 

membiayai kegiatan/proyek Kementerian/ Lembaga. 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVIS! ANGGARAN 

Pasal 2 

( 1 )  Revisi Anggaran meliputi : 

a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh 

penambahan atau pengurahgan pagu anggaran ; 

b .  perubahan rincian anggaran dan /  atau pergeseran 

anggaran dalam hal pagu anggaran tetap ; dan / atau 

c .  revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan 

administrasi , perubahan rumusan yang tidak terkait 
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dengan anggaran , dan/ atau pemenuhan persyaratan 

dalam rangka pencairan anggaran . 

(2) Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggaran yang 

disebabkan penambahan atau pengurangan pagu 

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

meliputi : 

a .  Perubahan Anggaran Belanja  Yang Bersumber Dari 

PNBP; 

b. perubahan anggaran belanja  yang bersumber dari 

pinj aman/ hibah luar negeri dan dalam negen, 

termasuk Penerusan Pinjaman/ hibah ; 

c .  perubahan anggaran belanja  yang bersumber dari 

SBSN,  termasuk penggunaan sisa dana pen er bi tan 

SBSN yang tidak terserap pada tahun 201 5; 

d. perubahan anggaran belanj a  perilerintah pusat 

berupa . pagu untuk pengesahan belanj a  yang 

bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri yang 

telah closing date; 

e .  perubahan anggaran belanja dan/ atau pembiayaan 

anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs , 

perubahan parameter, tambahan kewaj iban ,  

. dan/ a tau pemenuhan kewaj iban .  

(3)  Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggaran 

dan/ atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu 

anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b meliputi : 

a. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999. 08 

(BA BUN Pengelola Belanj a  Lainnya) ke BA K/ L atau 

antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 

999 (BA BUN) ; 

b .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang 

sarria atau antar Program dalam 1 (satu) bagian 

anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk 

memenuhi kebutuhan Biaya Operasional ;  

c .  · pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan 

Layanan Umum yang sum:ber dananya berasal dari 

PNBP; 
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d .  pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa 

kewajiban pembayaran Kegiatan/ proyek yang 

dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran 

sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan 

· Keuangan dan Pembarigunan ; 

e . . pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) 

bagian anggaran . untuk memenuhi kebutuhan 

Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari 

pinjaman dan/ atau hi bah luar negeri ; 

f. pergeseran anggaran antara Program lama dan 

Pogram baru dalam rangka penyelesaian administrasi 

DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

g .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang 

sama dalam rangka penyediaan dana un tuk 

penyelesaian restrukturisasi Kernen terian / Lem baga; 

h .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang 

sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih 

kurs ; 

I. pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang 

sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun 

lalu ; 

J. pergeseran anggaran pembayaran kewaj iban utang 

sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen 

pembiayaan utang; 

k.  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama 

atau antar lokasi dan/ atau antar kewenangan dalam 

rangka tugas pembantuan , urusan bersama, 

dan/ atau dekonsentrasi ; 

L pergeseran anggaran dalam rangka pem bukaan 

kantor baru ; 

m . . pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan 

bencana; 

n. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap ( inlcracht); 
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o .  pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi 

. pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan 

kontrak tahunjamak; 

p .  pergeseran anggaran dari BA K/ L ke BA BUN;  

q. pergeseran anggaran antar jenis belanj a  dalam 

1 (satu) Program yang sama sepan1ang pergeseran 

anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual 

atau Sisa Anggaran Swakelola; 

r .  pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan 

kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan 

sebagai anggota organisasi internasional ;  dan / atau 

s .  penggunaan anggaran dalam B A  B U N  yang belum 

dialokasikan dalam DIPA BUN . 

(4) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang 

saina atau antar · Keluaran (Output), dalam 1 (satu) 

Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan , dan/ atau dalam 

1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker. 

(5)  Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c 

meliputi : 

a.  ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan 

akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan 

sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan 

perubahan jenis belanja; 

b .  ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 

c .  ralat kode kewenangan; 

d .  · ralat kode lokasi dan/ atau lokasi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

e .  ralat kode bagian anggaran dan/ atau Satker; 

f . ralat volume,  j enis ,  dan satuan Keluaran (Output) 

yang berbeda antara RKA-X/ L dan Rencana Kerj a  

Pemerintah a tau hasil kesepakatan Dewan 

Petwakilan Rakyat dengan Pemerintah ; 

g .  ralat rencana penarikan dana/ atau rencana 

penerimaan dalam halaman III DIPA;  
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h .  ralat cara penarikan PHLN/ PHDN,  termasuk 

penerusan pinj aman; 

i .  ralat cara penarikan SBSN;  

j .  ralat nomor register pembiayaan proyek melalui 

SBSN;  dan/ atau 

k. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis 

aplikasi RKA-K/ L DIPA. 

(6) Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan 

rumusan yang tidak terkait dengan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c, meiiputi : 

a. perubahan/ penambahan nomor register pinjaman 

dan/ atau hibah luar negeri ; 

b .  perubahan/ penambahan nomor register SBSN;  

c.. perubahan pej abat perbendaharaan ; 

d .  perubahan nomenklatur bagian 

Program / Kegiatan , dan/ atau Satker; 

anggaran , 

e .  perubahan/ penambahan cara penarikan 

PHLN/PHDN,  termasuk Penerusan Pinj aman ;  

f. perubahan/ penambahan cara penarikan SBS N ;  

dan/ atau 

g .  perubahan rumusan sasaran kinerj a  dalam database 

RKA-K/ L DIPA. 

(7) Revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan 

persyaratan dalam rangka pencairan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c meliputi : 

a. penghapusan/perubahan/pencantuman halaman IV 

DIPA;  dan/ atau 

b .  penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan . 

Pasal 3 

Revisi Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 

juga berlaku dalam hal terdapat : 

a. perubahan atas APBN Tahun Ariggaran 201 6, termasuk 

perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

b .  kebijakan penghematan anggaran ; dan/  atau 
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c .  perubahan atas Kebij akan Prioritas Pemerintah Yang 

Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN 

dan/ atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan. 

( 1 )  Revisi Anggaran 

Pasal 4 

dilakukan sepanJ ang . tidak 

mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap : 

a. kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 

001 ) ,  kecuali untuk memenuhi alokasi gaj i  dan 

tunjangan yang melekat pada gaj i  pada Satker lain ; 

b .  komponen berkarakteristik operasional non-belanja 

pegawai (komponen 002, komponen 003, 

komponen 004 , dan komponen 005) , kecuali untuk 

memenuhi alokasi gaj i  dan tunjangan yang melekat 

pada gaj i ,  dan/ atau dalam peruntukkan yang sama; 

c .  pembayaran berbagai tunggakan ; 

d .  Rupiah Murni Pendamping sepanJ ang paket 

pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/ atau 

e .  · paket pekerj aan yang telah dikontrakkan dan/ atau 

direalisasikan dananya sehingga dananya menjadi 

minus .  

(2 )  Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanJ ang tidak 

mengubah target kinerja  dengari ketentuan sebagai 

berikut: 

a.  tidak mengu bah sasaran Program ; 

b .  tidak mengubah jenis dan satuan Keluaran (Output) 

kegiatan ; atau 

c .  tidak mengurangi volume Keluaran (Output). 

(3) Ketentuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c ,  dikecualikan bagi usul Revisi Anggaran 

yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemotongan 

anggaran, pengurangan pinjaman proyek, atau Keadaan 

Kahar. 

Pasal 5 
(1) Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran, 

pengurangan pinjaman proyek, atau Keadaan Kahar, 
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Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usul Revisi 

Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran 

(Output) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a .  dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang 

merupakan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan 

Prioritas Nasional ,  usul pengurangan volume 

Keluaran (Output) ditelaah dalam pertemuan tiga 

pihak yaitu antara Kementerian Keuangan, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ,  dan 

Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan ; 

b .  dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang 

· selain volume Keluaran (Output) dari Kegiatan 

Prioritas Nasional , usul pengurangan volume 

Keluaran (Output) disampaikan kepada menteri / 

pimpinan leinbaga selaku Pengguna Anggaran untuk 

mendapat persetujuan ;  

c .  pengurangan volume Keluaran (Output) sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b · digunakan 

sebagai acuan perubahan Rencana 

Kementerian/ Lembaga dan Rencana 

Pemerintah 20 1 6 ;  

Kerj a  

Kerj a  

d .  melampirkan surat pernyataan bahwa volume 

Keluaran (Output) yang diusulkan berkurang tersebut 

merupakan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan 

Prioritas Nasional atau bukan . 

(2) Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan 

volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional ,  

Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej a bat 

Eselon I Kementerian/Lembaga mengajukan usul Revisi 

Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi 

terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/  Bad an Perencanaan Pem ban gun an Nasional . 

(3) Dalam hal · Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan 

volume Keluaran (Output) dari Kegiatan non-Prioritas 

Nasional ,  Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ 

Sekretaris / Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga 
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mengajukan usul . Revisi Anggaran kepada Direktur 

Jenderal Anggaran berdasarkan Surat Persetujuan dari 

menteri /pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b .  

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berisi pernyataan yang menyatakan secara tegas bahwa 

menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran 

dan/ atau Pej abat Eselon I selaku penanggung jawab 

Program telah menyetujui pengurangan volume Keluaran 

(Output). 

Pasal 6 

( 1 )  Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan 

ketentuan mengenai petunjuk · penyusunan dan 

penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L dan 

pengesahan DIPA.  

(2) Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Tahun 

Anggaran 201 6  ditetapkan . 

Pasal 7 

( 1 )  Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP · 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

merupakan penambahan atau pengurangan alokasi 

anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ 

Lembaga, termasuk Satker Badan Layanan Umum . 

(2) Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP 

yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat 

digunakan oleh Kementerian/ Lembaga termasuk Satker 

Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dapat dilakukan sebagai akibat dari : 

a.  kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP 

yang dapat digunakan kembali) . yang direncanakan 

dalam APBN atau APBN Perubahan; 

b .  adanya PNBP yang berasal dari kontrak/ kerj asama/ 

nota kesepahaman; 
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. 

c .  adanya Peraturan Pemerintah mengenai j enis dan 

tarif atas j enis PNBP baru; 

d. adanya Satker PNBP baru ; 

e. peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana 

PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana 

PNBP; 

f .  adanya penetapan status pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum pada suatu Satker; dan / atau 

g. penggunaan anggaran belanj a  yang bersumber dari 

PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan 

Layanan Um um dan/ atau penggunaan saldo Badan 

Layanan Umum dari tahun sebelumnya. 

(3) Perubahan Anggaran Belanj a  Yang Bersumber Dari PNBP 

yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat 

digunakan oleh Kementerian/ Lembaga termasuk Satker 

Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dapat dilakukan . sebagai akibat dari : 

a.  penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang 

dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam 

APBN atau APBN Perubahan; 

b. penurunan besaran persetujuan penggunaan 

sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian 

dana PNBP; dan / atau 

c .  pencabutan status pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum pada suatu Satker . 

(4) Perubahan Anggaran Belanj a  Yang Bersumber Dari PNBP 

dapat diikuti dengan perubahan rincian. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran 

untuk penggunaan anggaran belanj a  yang bersumber dari 

PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan 

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan . 
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Pasal 8 

( 1 )  Perubahan anggaran belanja  yang bersumber dari 

pinj aman/ hibah luar negeri dan dalam negeri , termasuk 

penerusan pinjaman/ hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 . ayat (2) huruf b bersifat menambah atau 

mengurangi pagu anggaran belanja  Tahun Anggaran 201 6. 

(2) Perubahan anggaran belanj a  yang bersumber dari 

pinjaman/ hibah luar negeri dan dalam negeri , termasuk 

penerusan pinjaman/ hibah yang bersifat menambah pagu 

anggaran belanj a  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

berupa: 

a.  lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang 

dananya bersumber dari. PHLN dan/ atau PHDN,  

· termasuk penerusan pinj aman/ hibah ; 

b .  percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN ,  

termasuk penerusan pinjaman/ hibah ; 

c .  penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam 

negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c . q. 

Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang 

mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun Anggaran 

201 6  ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh 

Kementerian/ Lembaga; dan/ atau 

d .  penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam 

negeri langsung yang diterima setelah Undang­

Undang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun 

Anggaran 201 6  ditetapkan dan kegiatannya 

dilaksanakan secara langsung oleh 

Kernen terian / Lem baga. 

(3) Penambahan penerimaan hibah luar negeri atau hibah 

dalam negeri terencana setelah Undang-Undang mengenai 

APBN/ APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan 

oleh Kementerian/Lembaga dan rincian peruntukannya 

dituangkan dalam dokumen RKA-K/ L. 

(4) Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penambahan 

penerimaan hibah luar negeri dan hibah dalam negeri 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah . 

(5) Perubahan anggaran belanja  yang bersumber dari 

pinjaman/ hibah luar negeri dan dalam negeri yang 

bersifat inengurangi pagu anggaran belanj a  sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) berupa pengurangan alokasi 

pinjaman proyek, dan/ atau pengurangan alokasi hi bah 

luar negeri dan dalam negeri , dilakukan dalam hal : 

a.  paket Kegiatan/ proyek yang didanai dari pinjaman 

proyek atau dari Penerusan Pinj aman atau hibah luar 

negeri atau hibah dalam negen telah selesai 

dilaksanakan , target kinerjanya telah tercapai dan 

sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi ; 

b .  adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang 

menyebabkan terj adinya penyesuaian rencana 

pencairan (disbursement plan) proyek; 

c .  terj adi perubahan penj adwalan pembiayaan 

(cost table) yang disetujui oleh pemberi pinj aman;  

d .  adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri ; 

e .  adanya pembatalan pemberian hibah luar negeri atau 

hibah dala,m negeri ; atau 

f. sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya. 

(6) Pengurangan alokasi pinjaman proyek dan / atau 

pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk 

pengurangan alokasi Penerusan Pinj aman , hibah luar 

negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan , 

dan/ atau pinj aman yang diteruspinj amkan . 

(7) Dalam hal alokasi pinj aman proyek berkurang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , dana Rupiah Murni 

Pendamping yang telah dialokasikan untuk paket 

Kegiatan / proyek berkenaan dapat digunakan / direalokasi 

untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping pada paket 

Kegiatan/ proyek yang lain atau diubah menj adi Rupiah 

Murni untuk mendanai Kegiatan Prioritas Nasional 

dan/ atau Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga 

dan/ atau menambah volume Keluarah (Output). 
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(8) Usul penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk 

kegiatan/ proyek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

cliajukan kepada . Direktorat J enderal Anggaran dengan 

disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan . 

(9) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN 

dan /  atau PHDN dapat diikuti dengan perubahan rincian . 

( 1 0) Dalam hal lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu , 

perubahan rincian anggaran belanja yang bersumber dari 

PHLN dan/ atau PHDN,  termasuk penerusan 

pihjaman/ hibah dapat dilakukan sepanjang PHLN 

dan/ atau PHDN belum closing date. 

( 1 1 )  Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN,  termasuk 

penerusan pinjaman/ hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b tidak termasuk pinj aman proyek baru 

yang belum disetujui dalam Undang-Undang mengenai 

APBN Tahun Anggaran 2016 dan/ atau Undang-Undang 

mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 201 6, 

Penerusan Pinjaman atau pinjaman yang diterushibahkan 

yang belum dialokasikan dalam Undang-Undang 

mengenai APBN Tahun Anggaran 201 6  dan/ atau Undang­

Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 

201 6. 

Pasal 9 

(1 ) Pengajuan usulan lanjutan Kegiatan dalam rangka 

Penerusan Pinjaman dalam bentuk Revisi Anggaran 

disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 

30 Januari 201 6. · 

(2) Pengajuan usulan Revisi Anggaran berupa lanjutan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penerusan Pinj aman 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kuasa Penggun:a Anggaran Penerusan Pinj aman 

membuat daftar rincian Kegiatan dan realisasi 

anggaran berdasarkan data realisasi per tanggal 

9 Januari 201 6  dan menyampaikan kepada Kantor 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 9  -

Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat 

pada tanggal 1 6  Januari 201 6  untuk dicocokkan 

dengan data realisasi pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

b. berdasarkan hasil pencocokan, Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara menandatangani daftar 

rmc1an Kegiatan dan realisasi anggaran dan 

disampaikan kepada PPA BUN Penerusan Pinj aman 

dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lam bat pada 

tanggal 23 Januari 201 6; dan 

c .  berdasarkan daftar rincian Kegiatan dan realisasi 

anggaran yang telah ditandatangani oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara, PPA BUN 

mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur 

Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 

30 Januari 201 6. 

Pasal 1 0  

( 1 )  Perubahan anggaran belanj a  yang bersumber dari SBSN 

termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang 

tidak terserap pada tahun 201 5  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berupa lanjutan 

pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber 

dari SBSN,  dan bersifat menambah pagu belanj a  yang 

bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 201 6. 

(2) Perubahan anggaran belanj a  terkait dengan lanjutan 

pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber 

dari SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 

diikuti dengan perubahan rincian pendanaan SBSN .  

(3) Pengajuan usulan Revisi Anggatan untuk lanjutan 

pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber 

dari penggunaan sisa dana SBSN yang tidak terserap 

pada tahun 201 5  diajukan kepada Direktur Jenderal 

Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 201 6. 
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Pasal 1 1  

( 1 )  Perubahan anggaran belanj a  pemerintah pusat berupa 

pagu untuk pengesahan belanj a  yang bersumber dari 

pinj aman/ hibah luar negeri yang telah closing date 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d 

diselesaikan dengan penerbitan DIPA pengesahan yang 

akan dijadikan dasar sebagai alokasi anggaran secara 

administratif dan menjadi rujukan untuk penerbitan 

Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan oleh · Kantor 

Pelayananan Perbendaharaan Negara Khusus Pinj aman 

dan Hibah . 

(2) Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan untuk 

belanja  yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri 

yang telah closing date se bagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1 )  dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a . . unit Eselon I mengajukan usulan Revisi Anggaran 

kepada Direktur Jenderal Anggaran; 

b .  pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam 

RKA-K/ L dalam Keluaran (Output) tersendiri dan diberi 

catatan akun "dalam rangka pehgesahan"; dan 

c .  Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan revisi dan 

kelengkapan dokumen . 

Pasal 1 2  

( 1 )  Perubahan anggaran belanj a  dan/ atau pembiayaan 

anggaran sebagai ·akibat dari perubahan kurs ,  perubahan 

parameter, tambahan. kewaj iban,  dan/ atau pemenuhan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)  

huruf e meliputi : 

a.  perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/ Lembaga 

yang sumber dananya berasal dari pinj aman 

dan/ atau hi bah luar negeri ; 

b .  tambahan alokasi anggaran belanj a  pegawai berupa 

penyesuaian besaran nilai rupiah belanj a  . pegawai 

yang ditempatkan · di luar negeri yang dihitung 

berdasarkan nilai valuta asing yang sama dikalikan 
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dengan realisasi kurs yang digunakan pada saat 

tra:nsaksi ; · 

c .  tambahan alokasi anggaran pembayaran kewaj iban 

utang karena adanya tambahan kewaj iban, 

perubahan kurs, dan/ atau dalam rangka pemenuhan 

kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai ; 

d .  tambahan alokasi anggaran Subsidi Energi karena 

perubahan kurs dan/ atau perubahan parameter; 

e. tambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan 

pokok utang karena adanya tambahan kewajiban, 

perubahan kurs, dan/ atau dalam rangka pemenuhan 

kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai ; 

f. tambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN 

sebagai akibat perubahan kurs ; atau 

g .  perubahan pagu anggaran kewajiban penJ amman 

Pemerintah berupa tambahan alokasi anggaran yang 

diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran 

kepada pihak ketiga/ kreditur. 

(2)  Perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/ Lembaga 

yang sumber dananya berasal dari pinjaman/ hibah luar 

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

merupakan penyesuaian besaran nilai rupiah dalam DIPA 

yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama 

dan kurs mengikuti realisasi kurs yang digunakan saat 

transaksi dan dituangkan dalam aplikasi penarikan 

pmJaman dan/ atau hibah luar negen (withdrawal 

application). 

(3) Tambahan alokasi anggaran Subsidi Energi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  hurufd dapat dilakukan setelah 

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

a.  merupakan selisih antara alokasi yang telah 

ditetapkan dalam APBN / APBN Perubahan dengan 

hasil perhitungart sebagai akibat dari . penyesuaian 

kurs dan/  atau perubahan parameter; 

b. diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri 

Keuarigan; dan 
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c .  tata cara pembayaran Subsidi Energi dilaksanakan 

sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai tata cara pembayaran subsidi di bidang 

energi . 

(4) Perubahan pagu anggaran PMN sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  huruf f dan perubahan pagu anggaran 

kewajiban penjaminan Pemeriritah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf g dapat dilakukan setelah 

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan 

disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Negara. 

Pasal 1 3  

( 1 )  Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999. 08 (BA BUN 

Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L, . atau antar 

subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 

(BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf a bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran 

belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 201 6, 

tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan 

alokasi anggaran tahun berikutnya. 

(2)  Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999. 08 (BA BUN 

Pengelola Belanja  Lainnya) ke BA K/ L, atau antar 

subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 

(BA BUN) sebagafrnana dimaksud pada ayat ( 1 )  termasuk 

pergeseran anggaran terkait dengan pemberian 

penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan 

anggaran belanj a Kernen terian I Lem bag a.  

(3) Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran 

belanja dari BagianAnggaran 999. 08 (BA BUN Pengelolaan 

Belanja  Lainnya) ke BA K/ L sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran 

anggaran belanja  dari BA BUN pengelolaan belanj a  lainnya 

(BA 999. 08) ke bagian anggaran kementerian negara/ 

lembaga. 
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Pasal 1 4  

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama 

atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang 

bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi 

kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang 

tidak mengurangi volume Keluaran (Output) dalam DIPA 

dan digunakan untuk memenuhi Biaya Operasional dalam 

peruntukan yang sama. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tidak 

termasuk untuk pergeseran anggaran dalam rangka 

memenuhi kebutuhan Biaya Operasional untuk gaj i  dan 

tunj angan yang melekat pada gaj i .  

Pasal 1 5  

( 1 )  Pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan 

Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c 

dapat dilakukan dalam rangka m.empercepat pencapaian 

kinerj a  Satl�er Badan Layanan Umum . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran 

betupa pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan 

Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan . . 

Pasal 1 6  

( 1 )  Pergeseran anggaran .dalam rangka penyelesaian s1sa 

kewaj iban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai 

melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dapat dilakukan 

setelah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan . 

(2)  Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa 

kewaj iban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai 

melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana 
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dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan tanggung j awab 

Kernen terian / Lem baga. 

(3) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa 

kewajiban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai 

melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana 

dimaksud pada . ayat ( 1) dilakukan dengan mengurangi 

alokasi SBSN Kementerian/Lembaga pada tahun berj alan 

dalam jumlah yang sama dengan sisa kewaj iban 

pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN 

tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan 

Pengawasa:n Keuangan dan Pembangunan . 

Pasal 1 7  

( 1 )  Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian 

ariggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible 

Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinj aman 

dan/ atau hi bah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan pergeseran anggaran 

dalam rangka pengembalian dana (refund) untuk 

memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan 

yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hi bah luar negeri 

yang dibuktikan dengan dokumen pernyataan dari 

pihak-pihak yang berwenang. 

(2) Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan 

Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari 

pinjaman dan/ atau hi bah luar negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan tanggung j awab 

Kernen terian / Lem baga. 

(3) Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan 

Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari 

pinjaman dan/ atau hibah luar negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dilakukan antar j enis 

belanj a  dan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program 

dan/ atau antar Program dalam 1 (satu) Kementerian/ 

Lembaga. 

rJ ;>(#1/ 
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Pasal 1 8  

( 1 )  Pergeseran anggaran antara Program lama dan Pogram 

baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA 

sepanj ang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f 

dapat dilakukan sepanjang pagu Program lama dan pagu 

Program baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat . 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  termasuk 

pergeseran anggaran bagi Kementerian/ Lembaga yang 

rilengalami perubahan nomenklatur atau struktur 

organ1sasi . 

Pasal 1 9  

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama 

dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian 

restrukturisasi Kementerian/ Lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dapat dilakukan 

sepanjang likuidasi Satker tersebut telah disetujui Dewan 

Perwakilan Rakyat . 

(2)  Pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana 

untuk penyelesaian likuidasi Satker sebagaimana 

dimaksud pad;:i ayat ( 1 )  dapat dilakukan antar j enis 

belanj a  dan/  atau antar Program dalam 1 (satu) 

Kementerian / Lem baga. 

Pasal 20  

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama 

dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran akibat 

selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)  

huruf h merupakan pergeseran anggaran yang bersumber 

dari Rupiah Murni karena adanya kekurangan alokasi 

anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Satker 

perwakilan di luar negeri , pembayaran sebuah kontrak 

dalam valuta asing, belanja  hibah luar negeri , atau sebagai 

akibat adanya selisih kurs . 

(2)  Pergeseran anggatan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

anggaran akibat selisih kurs sebagaimana dimaksud pada 
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ayat ( 1 )  dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a.  merupakan selisih antara kurs yang digunakan 

dalam APBN /APBN Perubahan dengan kurs pada 

saat transaksi dilakukan ; 

b .  selisih tersebut terjadi 

ditandatangani; 

setelah kontrak 

c. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling 

tinggi adalah sebesar nilai kontrak dikalikan dengan 

selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

dan 

d .  kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs 

menggunakan alokasi anggaran Kementerian/ 

Lembaga yang bersangkutan . 

(3) Untuk. memenuhi kebutuhan anggaran akibat selisih kurs 

untuk Biaya Operasional Satker perwakilan di luar negeri 

dan belanj a  hibah ke luar negeri dapat dilakukan 

pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam 

Bagian Anggaran 999 (BA BUN) . 

Pasal 2 1  

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama 

dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i 

dapat dilakukan · sepanj ang tidak mengurang1 volume 

Keluaran (Output) dalam DIPA.  

(2)  Dalam hal jumlah seluruh tunggakan tahun yang lalu 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  per DIPA per Satker 

nilainya: 

a. sampai dengan Rp200 . 000 . 000 ,00 (dua ratus juta 

rupiah) , harus dilampiri surat pernyataan dari Kuasa 

Pengguna Anggaran ; 

b .  . di atas Rp200 . 000 . 000 ,00 (dua ratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp2 . 000 . 000 . 000 ,00 (dua miliar 

rupiah) , harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/ L; 

dan 
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c. di atas Rp2 . 000 .000 . 000 ,00 (dua miliar rupiah) , 

harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan . 

(3) Dalam hal tunggakan tahun yang lalu sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terkait dengan : 

a.  belanj a  pegawai khusus gaj i  dan tunj angan yang 

melekat pada gaj i ;  

b .  tunjangan kinerja  sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 

c .  uang makan; 

d .  belanja  perjalanan dinas pindah; 

e .  langganan daya dan j asa; 

f. tunjangan profesi guru/ dosen ; 

g .  tunj angan kehormatan profesor; 

h. tunj angan tambahan penghasilan guru Pegawai 

Negeri Sipil ; 

L tunj angan keniahalan hakim ; 

J .  tunjangan hakim adhoc; 

k. imbalan j asa layanan Bank/ Pos Persepsi ; 

1 .  pembayaran jasa bank penatausaha penerusan 

pmJaman;  

m .  bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk 

tahanan/ narapidana; dan/ atau · 

n .  pembayaran provisi benda meterai , 

yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum 

dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan 

pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui 

mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk 

peruntukan yang sama sudah tersedia. 

(4) Untuk tunggakan lain dan/  atau tunggakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yang alokasi anggarannya belum 

tersedia, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran 

berj alan , dengan ketentuan sebagai berikut:  

a.  merupakan tagihan atas pekerj aan/ penugasan yang 

alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun 

lalu ; dan 
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b .  pekerjaan/ penugasannya telah diselesaikan tetapi 

belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 

anggaran lalu . 

Pasal 22  

( 1 )  Pergeseran anggaran . pembayaran kewajiban utang 

sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen 

pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) huruf j dapat dilakukan dalam rangka efisiensi 

pendanaan dan/ atau percepatan pencapaian kinerj a  

sebuah Kegiatan . 

(2)  Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dilakukan 

dalam hal :  

a.  sumber dana yang direncanakan sulit untuk 

dipenuhi ; 

b .  terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih 

murah; 

c .  Kegiatan harus segera dilaksanakan ; dan/  atau 

d .  adanya Perubahan Kebijakan Pemerintah . 

(3) Tata cara perubahan komposisi instrumen pembiayaan 

utang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a.  usulan perubaban komposisi instrumen pembiayaan 

utang diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris 

Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/ 

Lembaga kepada Menteri Keuangan c . q  Direktur 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ; dan 

b .  persetujuan perubahan komposisi instrumen 

pembiayaan utang dari Direktur Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko menj adi dasar pengajuan 

revisi RKA-K/ L clan revisi DIPA kepacla Direktur 

Jencleral Anggaran . 

Pasal 23  

(1 ) Pergeseran anggaran clalam 1 ( satu) lokasi yang sama a tau 

antarlokasi clan/ atau antarkewenangan clalam rangka 
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tugas pembantuan , urusan bersama, dan / atau 

dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) huruf k dapat dilakukan dalam hal terj adi 

perubahan prioritas atau kebij akan dari Kementerian/ 

Lembaga. 

(2)  Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan 

dari unit eselon I Kementerian/ Lembaga yang memberi 

penugasan atau pelimpahan . 

Pasal 24 

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor 

baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf 1 dapat dilakukan dalam . hal ketentuan mengenai 

pembentukan kantor baru telah mendapat persetujuan 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi . 

(2)  Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor 

baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

melalui pergeseran anggaran dari DIPA Petikan Satker 

Induk ke DIPA Petikan Satker baru . 

Pasal 25  

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan 

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf m dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan 

mitigasi bencana, tanggap darurat , dan penanganan pasca 

bencana. 

(2) Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan 

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diajukan 

oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa · Pengguna Anggaran 

dengan dilengkapi alas an yang dapat 

dipertanggungjawabkan . 

Pasal 26  

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
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( inkracht) sebagaimana dim:aksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf n merupakan kewaj iban pengeluaran yang timbul 

sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah 

rnempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht). 

(2 )  Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

( inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

merupakan tanggung jawab Kementerian/ Lembaga. 

(3) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

( inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 

dilakukan antar j enis belanj a  dan/ atau antar Kegiatan 

dalam 1 (satu) Program . 

Pasal 27  

( 1 )  Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi 

pendanaan antar tahun terkait · dengan kegiatan kontrak 

tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(3) huruf o dapat berupa pergeseran anggaran karena 

penundaan pelaksanaan Kegiatan tahun · berj alan ke 

tahun berikutnya atau karena percepatan pelaksanaan 

kegiatan tahun depan ke tahun berj alan . 

(2)  Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi 

pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak 

tahun j amak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga pengusul . 

(3) Tata cara pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi 

pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak 

tahunj amak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. usulan pergeseran anggaran dalam rangka 

rekomposisi pendanaan antar tahuri terkait dengan 

kegiatan kontrak tahun j amak diajukan oleh 

Sekretaris J enderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris / 

Pej abat Eselori I Kementeriail/ Lembaga kepada 

Menteri Keuangan c . q  Direktur Jenderal Anggaran , 

disertai dengan surat penetapan menteri/ pimpinan 
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lembaga pengusul atas pergeseran anggaran dalam 

rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait 

dengan kegia:tan kontrak tahun jamak; · 

b .  dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka 

rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan 

kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana 

dimaksud pada huruf a berupa percepatan 

pelaksanaan kegiatan tahun depan ke tahun 

. berjalan ,  usul Revisi Anggaran bukan merupakan 

on top; 

c. . dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka 

rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan 

kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana 

dimaksud pada huruf a berupa penundaan 

pelaksanaan Kegiatan tahun berj alan ke tahun 

berikutnya, anggaran terkait dengan kegiatan 

kontrak tahun jamak yang ditunda tidak dapat 

digunakan untuk membiayai Kegiatan/ proyek lain; 

d. atas dasar surat penetapan menteri/ pimpinan 

lembaga pengusul atas pergeseran anggaran dalam 

rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait 

· dengan kegiatan kontrak tahun jamak, Direktur 

Jenderal Anggaran mengesahkan usul revisi DIPA.  

Pasal 28  

Pergeseran anggaran dari BA K/ L ke BA BUN sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf p dapat dilakukan 

karena adanya kebijakan Pemerintah , direktif Presiden , direktif 

Wakil Presiden, dan telah mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat . 

Pasal 29 

( 1 )  Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Program 

yang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakan 

Sisa Anggaran Kontraktual a.tau Sisa Anggaran Swakelola 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf q 

merupakan Sisa Anggaran Kontraktual , termasuk 
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addendum kontrak sampai dengan 1 0  (sepuluh) persen , 

atau Sisa Anggaran Swakelola. 

(2)  Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat digunakan 

untuk meningkatkan volume Keluaran (Output) pada 

Kegiatan yang sama atau untuk meningkatkan volume 

Keluaran (Output) pada Kegiatan lain dalam Program yang 

sama. 

(3) Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat digunakan 

untuk membiayai hal-hal yang bersifat prioritas , 

mendesak, kedaruratan , atau yang tidak dapat ditunda 

setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan . 

(4) Hal-hal yang bersifat prioritas , mendesak, kedaruratan , 

atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan Kegiatan-Kegiatan Kementerian/ 

Lembaga yang telah ditetapkan dalam rencana kerj a  

Kementerian/ Lembaga dan/ atau kebij akan pemerintah 

yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 20 1 6 .  

Pasal 30 

( 1 )  Perubahan rumusan sasaran kinerj a  dalam database 

RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (6) huruf g dapat dilakukan dalam rangka 

menindaklanjuti adanya perubahan struktur organisasi 

beserta tu gas clan fungsi Kernen terian / Lem baga, 

dan/  atau penataan arsitektur dan informasi kinerj a  

sesuai dengan konsep kerangka berpikir. 

(2)  Perubahan Rumusan sasaran Kinerj a  dalam database 

RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

terdiri atas : 

a. perubahan rumusan Keluaran (Output); 

b .  perubahan rumusan Keluaran (Output) disertai 

dengan perubahan jumlah Keluaran (Output); 

dan/ atau 

c .  perubahan rumusan dan/atau perubahan jumlah 

rumusan kinerj a  selain rumusan Keluaran (Output). 
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(3) Perubahan Rumusan sasaran Kinerj a  dalam database 

RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf 

a dan huruf b dapat dilakukan : 

a .  sebagai akibat adanya perubahan rumusan 

nomenklatur, perubahan 

perubahan tugas dan 

struktur organisasi , 

fungsi organisasi/ unit 

organisasi , dan/ atau adanya tambahan penugasan ; 

b .  sesuai dengan konsep logika berpikir; dan/ atau 

c .  dengan disertai perubahan komponen input untuk 

menghasilkan . Keluaran (Output) dengan rumusan 

baru sepanjang tidak mengubah total anggaran 

per Satker . 

(4) Tata cara perubahan Rumusan sasaran Kinerj a  dalam 

database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

a .  usulan perubahan rumusan Keluaran (Output) 

diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ 

Sekretaris / Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga 

kepada Direktur Jenderal Anggaran ; 

b .  perubahan rumusan Keluaran (Output) dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi Arsitektur dan 

Inforrriasi Kinerj a; . 

c .  dalam hal jumlah rumusan Keluaran (Output) dan 

komponen input-nya berubah, terhadap usul 

perubahan rumusan Keluaran (Output) dilakukan 

penelaahan oleh Direktorat Jehderal Anggaran ; 

d .  hasil perubahan rumusan Keluaran (Output) 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

perubahan database RKA-K/ L DIPA; dan 

e .  perubahan database RKA-K/ LDIPA menj adi dasar 

pengajuan revisi RKA-K/ L dan revisi DIPA kepada 

Direktur Jenderal Anggaran : 

(5) Perubahan rumusan sasaran kinerj a  dalam database 

RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2 )  huruf 

c dapat dilakukan : 

a.  sebagai akibat adanya perubahan organisasi atau 

perubahan perumusan nomenklatur, antara lain 
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perubahan nomenklatur Program, indikator kinerj a  

program, kegiatan , indikator kinerj a  kegiatan , fungsi , 

perubahan tugas fungsi unit , dan/ atau adanya 

tambahan penugasan; dan 

b .  sepanj ang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak 

merigurangi volume Keluaran (Output) Kegiatan 

Prioritas Nasional , Kegiatan prioritas bidang, 

dan/ atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah 

Ditetapkan . 

(6) Tata cara perubahan rumusan sasaran kinerj a  dalam 

database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

a.  usulan perubahan rumusan dan /  atau perubahan 

jumlah sasaran kinerj a  selain rumusan Keluaran 

(Output) diajukan oleh Sekretaris J ender al/ Sekretaris 

Utama/ Sekretaris / Pejabat Eselon I Kementerian/ 

Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran ; 

b .  perubahan rumusan dan jumlah rumusan sasaran 

kinerja  selain rumusan Keluaran (Output) dapat 

ditetapkan sepanJang telah disepakati dalam 

pertemuan tiga pihak ( trilateral meeting); 

c .  hasil perubahan rumusan dan/  atau perubahan 

jumlah rumusan sasaran kinerj a  selain rumusan 

Keluaran (Output) digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan perubahan database RKA-KL DIPA; dan 

d .  perubahan database RKA-KL DIPA menj adi dasar 

pengajuan revisi RKA-K/ L dan revisi DIPA kepada 

Direktur Jenderal Anggaran . 

Pasal 3 1  

( 1 )  Revisi administrasi dalam rangka pemenuhan persyaratan 

pencairan anggaran berupa penghapusan / perubahan / 

pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a 

merupakan penghapusan/perubahan/ pencantuman 

sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA 
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pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu 

Kegiatan . 

(2) Penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan dalam 

halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

terdiri atas : 

a .  penghapusan/perubahan/ pencantuman . catatan 

dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 

b .  penghapusan / perubahan /pen can tum an ca ta tan 

dalam halamah IV DIPA karena masih memerlukan 

reviu/audit auditor pemerintah dan/ atau 

data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan 

dari unit eksternal Kementerian/ Lembaga dan/ atau 

khusus untuk DIPA BUN berupa dasar hukum 

pengalokasiannya; 

c .  penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan 

dalam halaman IV DIPA karena masih harus 

dilengkapi perjanjian pmJ aman luar negeri ( loan 

· agreement) atau nomor register; 

d .  penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan 

dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian 

tunggakan tahun lalu ; 

e .  penghapusan/ perubahan catatan dalam halaman IV 

DIPA yang direkomendasikan oleh APIP K/ L karena 

masih harus dilengkapi dokumen pendukung; 

f. penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan 

dalam halaman IV DIPA karena masih harus 

didistribusikan ke masing-masing Satker ; 

g.  penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan 

dalam halanian IV DIPA terkait penggunaan dana 

Keluaran (Output) cadangan ; dan/ atau 

h .  penghapusan/perubahan/pencantuman ca ta tan 

dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan 

penelaahan · dan/ atau harus dilengkapi dokumen 

terkait (khusus DIPA BUN) . 

(3)  Penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan dalam 

halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

ff l-�111/ 
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dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan 

lengkap . 

(4) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a isinya 

berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/ L 

dan DIPA, penghapusan/ perubahan/ pencantuman 

catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan setelah 

dilakukan penelaahan antara Kementerian/ Lembaga dan 

Kementerian Keuangan . 

(5) Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan 

penelahaan rencana kerj a dan anggaran Kementerian/ 

Lembaga dan pengesahan DIPA.  

Pasal 32 

( 1 )  Penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan 

sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2 ayat (7) huruf b 

merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang 

telah dialokasikan dalam RKA-K/ L dan belum jelas 

peruntukannya. 

(2) Periggunaan dana Keluaran (Output) cadangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.  mendanai kebutuhan Biaya Operasional Satker; 

b .  mendanai prioritas nasional yang dananya belum 

dialokasikan sebelumnya; 

c .  menambah volume Keluaran (Output) prioritas 

nasional ; 

d .  melakukan percepatan pencapaian Keluaran (Output) 

prioritas nasional dan/  atau prioritas Kementerian / 

Lembaga; 

e. mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak,  

kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda; 

dan/ atau 

f. mendanai ke bu tuhan 

Lembaga. 

prioritas Kementerian/ 
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(3) Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Keluaran 

( Output) cadangan dapat dilakukan dalam Kegiatan yang 

sama dan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program . 

Pasal 33 

( 1 )  Perubahan anggaran Transfer ke Dae:tah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan 

penambahan/ pengurangan pagu anggaran Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa antara lain penambahan/ 

pengurangan dana bagi hasil yang didistribusikan kepada 

masing-masing daerah provinsi/ kabupaten/ kota sesuai 

dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan 

pada Tahun Anggaran 201 6 .  

(2)  Tata cara Revisi Anggaran untuk perubahan pagu 

anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan sesuai ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenm 

pengalokasian anggaran Tran sf er ke Daerah dan Dana 

Desa. 

BAB III 

REVIS! ANGGARAN PADA 

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

Pasal 34 

( 1 )  Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran 

meliputi · revisi terkait dengan perubahan anggaran 

termasuk perubahan rinciannya, pergeseran anggaran 

dalam hal pagu anggaran tetap , dan revisi administrasi . 

(2) Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal Anggaran 

diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui 

penelahaan . 

(3) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang 

memerlukan penelaahan meliputi usul Revisi Anggaran 

sebagai berikut : 

a .  perubahan anggaran termasuk perubahan 

rinciannya, terdiri atas : 
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1 .  · Perubahan Anggaran Belanja  Yang Bersumber 

Dari PNBP; 

2 .  percepatan penarikan PHLN dan / atau PHDN,  

termasu:k Penerusan Pinj aman ;  

3 .  penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam 

negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah 

c . q. Kementerian Keuangan setelah Undang­

Undang mengenai APBN atau Undang-Undang 

mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 

20 1 6  ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan 

oleh Kernen terian / Lem baga; 

4 .  pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk 

pengurangan alokasi Penerusan Pinj aman ,  

pengurangan alokasi hibah luar negen dan 

dalam negen termasuk hibah luar negeri atau 

hibah dalam negen yang diterushibahkan , 

dan/ atau pinjaman yang diteruspinj amkan ; 

5 .  lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang 

dananya bersumber dari sisa dana penerbitan 

SBSN yang tidak terserap pada tahun 2 0 1 5 ; 

6 .  perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/ 

Lembaga yang sumber dananya berasal dari 

pinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibat 

dari penyesuaian kurs ; 

7 .  tambahan alokasi anggaran belanj a  pegawa1 

sebagai akibat dari selisih kurs ; 

8 .  penam bahan alokasi anggaran pem bayaran 

kewajiban utang; 

. 9 .  penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi ; 

1 O .  penam bah an alokasi anggaran pem bayaran 

cicilan pokok utang; 

1 1 .  pen am bahan alokasi anggaran dalam rangka 

PMN ;  

1 2 .  perubahan . pagu anggaran kewaj iban 

penj aminan Pemerintah ; 

1 3 .  perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

dan/ atau 
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1 4 .  pengurangan volume Keluaran (Output); 

b .  pergeseran anggaran termasuk perubahan rinciannya 

dalam hal pagu tetap , terdiri atas : 

1 .  pergeseran anggaran antar Program dalam 

. 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi 

kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan 

yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar 

negeri ; 

2 .  pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 08 

(BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L;  

3 .  pergeseran anggaran antar subbagian anggaran 

dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) ; 

4 .  pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 08 

(BA BUN Pengelola Belanj a  Lainnya) ke BA K/ L 

terkait dengan pemberian penghargaan dan 

pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran 

belanj a  Kementerian/ Lembaga; 

5 .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program 

dalam wilayah kerj a  Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau 

antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran 

yang bersumber dari rupiah murni dalam rangka 

memenuhi kebutuhan Biaya Operasional ; 

6 .  pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian 

sisa kewaj iban pembayaran Kegiatan / proyek 

yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun 

anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembarigunan; 

7 .  pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Bagian 

Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible 

Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari 

pinj aman dan/ atau hi bah luar negeri ; 

8 .  pergeseran anggaran antara Program lama dan 

Program baru dalam rangka penyelesaian 

administrasi DIPA sepanjang telah disetujui 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
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9 .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program 

yang sama dalam rangka penyediaan dana 

untuk penyelesaian restrukturisasi 

Kernen terian / Lem baga; 

1 0 .  pergeseran anggaran belanj a  Kementerian 

/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah 

kerj a  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang berbeda dalam rangka 

memenuhi kebutuhan selisih kurs ; 

1 1 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program 

dalam wilayah kerja  Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dalam 

rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu ; 

1 2 .  pergeseran anggaran pembayaran kewaj iban 

utang sebagai dampak dari perubahan 

komposisi instrumen pembiayaan utang; 

1 3 .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi/ 

kabupaten/ kota yang sama atau antar provinsi/ 

kabupaten/ kota untuk Kegiatan dalam rangka 

tugas pembantuan dan urusan bersama; 

1 4 .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi 

atau antar provinsi untuk Kegiatan dalam 

rangka dekonsentrasi ; 

1 5 . pergeseran anggaran antar . kewenangan untuk 

Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan 

urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi ; 

1 6 .  pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan 

kantor baru; 

1 7 .  pergeseran anggaran dalam rangka 

penanggulangan bencana; 

1 8 .  pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap ( inkracht); 

1 9 .  pergeseran anggaran Kegiatan Kontrak Tahun 

Jamak dalam rangka rekomposisi pendanaan 

an tar tah un ; 

2 0 .  pergeseran anggaran dari B A  K/ L ke B A  BUN;  
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2 1 .  pergeseran anggaran antar jenis antar dalam 

1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran 

merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa 

Anggaran Swakelola untuk membiayai hal-hal 

yang bersifat prioritas , mendesak, kedaruratan , 

atau yang tidak dapat ditunda; 

2 2 .  pemenuhan kewaj iban negara sebagai akibat 

dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi 

internasional ; 

2 3 .  penggunaan angaran dalam B A  B U N  yang belum 

dialokasikan dalam DIPA BUN; 

· 24 .  perubahan/ penambahan cara penarikan 

PHLN / PHDN,  termasuk Penerusan Pinj aman;  

25 .  perubahan rumusan sasaran kinerj a  dalam 

database RKA�K/ L DIPA; 

2 6 .  penghapusan / perubahan / pen can tum an 

catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan 

penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan 

dan/ atau terkait dengan BA BUN yang masih 

memerlukan penelaahan dan/  atau harus 

dilengkapi dokumen terkait; 

27 .  penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; 

2 8 .  perubahan anggaran sebagai akibat dari 

Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2 0 1 6 ;  

2 9 .  perubahan anggaran sebagai akibat dari 

kebijakan penghematan anggaran ; dan/  atau 

30.. perubahan anggaran sebagai akibat dari 

perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah 

Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang 

mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai 

APBN Perubahan . 

(4) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang 

tidak memerlukan penelaahan meliputi : 

a. perubahan anggaran belanj a  Pemerintah Pusat 

berupa pagu untuk pengesahan belanj a  yang 

bersumber dari pinjaman/ hibah luar negen yang 

telah closing date; 
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b .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran 

(Output) yang sama a tau an tar Keluaran (Output), 

dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar 

Kegiatan , antar Satker, an tar lokasi , dan/  atau an tar 

kewenangan · dalam wilayah kerja Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; 

c .  penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan 

dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 1  ayat (2) huruf a sampai dengan 

huruf f. 

d. ralat volume, jenis ,  dan satuan Keluaran (Output) 

yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerj a  

Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah ; 

e .  revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan 

rumusan yang tidak terkait dengan anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) 

huruf a sampai dengan huruf e ;  dan /  atau 

f. revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan 

persyaratan dalam rangka pencairan anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) . 

(5) Daftar Revisi Anggaran yang menj adi kewenangan 

Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini . 

Pasal 35  

(1 ) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal 

Anggaran yang memerlukan pendaahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a.  Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan 

Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/ 

Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej abat Eselon I 

Kementerian/ Lembaga dengan melampirkan 

· dokumen pendukung sebagai berikut:  

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 43 -

1 .  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri 

matriks perubahan (semula-menjadi) ; 

2 .  arsip data komputer RKA-K/ L DIPA Revisi ; 

3 .  rencana kerja  dan anggaran Satker; 

4. Copy DIPA terakhir; 

5 .  Penetapan Menteri pengusul dalam hal revisi 

terkait dengan pengurangan volume Keluaran 

(Output) Prioritas ; 

6 .  Persetujuan Menteri Keuangan dalam hal revisi 

penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau 

Sisa Anggaran Swakelola; 

7. Persetujuan Eselon I dalam hal pergeseran 

anggaran an tarprogram dalam rangka 

memenuhi kebutuhan Biaya Operasional 

dan/ atau Ineligible Expenditure atas kegiatan 

yang dibiayai dari pinjaman dan/  atau hibah luar 

negeri ; dan 

8 .  dokumen pendukung terkait lainnya. 

b .  Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris /  

· Pej abat Eselon I Kementerian/ Lembaga meneliti 

usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen 

pendukung yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran ; 

c .  Dalam hal Revisi Anggaran yang disampaikan oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran sebagai akibat adanya 

hal-hal sebagaimana dimaksud dalani Pasal 34 
ayat (3) huruf a kecuali angka 5 dan/ atau 

penggunaan dana Keluaran . (Output) cadangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 

huruf b angka 27, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris 

Utama/ Sekretaris / Pejabat Eselon I Kementerian/ 

Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran 

yang telah diteliti kepada APIP K/ L untuk direviu 

dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal/ 

Sekretaris Utama/ Sekretaris Kementerian/ Lembaga 

yang membawahi fungsi perencanaan; 
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d .  Hasil Reviu APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada 

huruf c dituangkan dalam Surat Hasil Reviu ; 

e .  Berdasarkan hasil penelitian atas usulan 

Revisi Anggaran dan /  atau Surat Hasil Reviu , 

Sekretaris J enderal / Sekretaris U tam a/ Sekretaris / 

Pej abat Eselon I Kementerian/ Lembaga 

menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada 

Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan 

dokumen pendukung sebagai berikut: 

1 .  Surat U sulan Revisi Anggaran yang 

ditandatangani oleh Pej abat Eselon I dan 

dilampiri matriks perubahan (semula-menj adi) ; 

2 .  arsip data komputer RKA-K/ L DIPA Revisi 

Satker; dan 

3 .  rencana kerj a dan anggaran Satker. 

(2)  Direktorat Jenderal Anggaran . menelaah usulan 

Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang 

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) 
huruf e .  

(3)  Dalam rangka penelaahaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) , Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta 

dokumen pendukung terkait sesuai hasil kesepakatan 

antara Kementerian/ Lembaga dengan Direktorat Jenderal 

Anggaran dalam pembahasan usulan Revisi Anggaran . 

(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh 

Sekretaris J ender al/ Sekretaris U tam a/ Sekretaris / Pej abat 

Eselon I Kementerian/ Lembaga tidak sesuai · dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e 

dan/ atau ayat (3) , Direktorat Jenderal Anggaran 

mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran . 

(5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh 

Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej abat 

Eselon I Kementerian/ Lembaga dapat ditetapkan, 

Direktur Anggaran l/ Direktur Anggaran II / Direktur 

Anggaran III menetapkan surat pengesahan Revisi 

Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem . 
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(6) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (4) , dan ayat (5)  

diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja  terhitung sej ak 

.dokumen sebagairriana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e 

dan ayat (3) diterima secara lengkap . 

(7) Surat Usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  huruf a disusun sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

(8) Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal 

Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini . 

Pasal 36 

( 1 )  Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal 

Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan 

dengan · ketentuan sebagai berikut:  

a. Kuasa Pengguna Anggaran rhenyampaikan usulan 

Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/ 

Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pej abat Eselon I 

Kementerian / Lembaga dengan melampirkan 

dokumen pendukung sebagai berikut:  

1 .  Surat U sulan Revisi Anggaran yang dilam piri 

matriks perubahan (semula-menj adi) ; 

2 .  arsip data komputer RKA-K/ L DIPA Revisi ;  

3 .  rencana kerja  dan anggaran Satker; 

4. Copy DIPA terakhir; 

5 .  dokumen pendukung terkait dalam rangka 

penghapusan/ perubahan catatan dalam 

halaman IV DIPA; 

6 .  Penetapan Menteri pengusul , dalam hal Revisi 

Anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan 

antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak 

tahun jamak; 

7 .  surat persetujuan Eselon I ;  dan / a  tau 
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8 .  dokumen pendukung terkait lainnya. 

b .  Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris /  

Pej abat Eselon I Kementerian/ Lembaga meneliti 

usulan Revisi Anggaran clan kelengkapan dokumen 

pendukung yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran . 

c .  Dalam hal catatan dalam halaman IV DIPA 

dicantumkan oleh APIP K/ L, usul Revisi Anggaran 

yang telah diteliti beserta dokumen pendukung 

disampaikan kepada APIP K/ L untuk direviu . 

d .  Hasil Reviu APIP K/ L sebagaimana dimaksud 

huruf c dituangkan dalam Surat Basil Reviu . 

e .  Berdasarkan hasil penelitian atas usulan 

Revisi Anggaran dan/  atau Surat Hasil Reviu , 

Sekretaris J en:deral / Sekretaris · U tam a/ Sekretaris / 

Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga 

menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada 

Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan 

. dokumen pendukung sebagai berikut:  

1 .  Surat U sulan Revisi Anggaran yang dilam piri 

matriks perubahan (semula-menj adi) ; 

2 .  arsip data komputer RKA-K/ L DIPA Revisi 

Satker; 

3 .  rencana. kerja  dan anggaran Satker; 

4. dokumen pendukung terkait dalam rangka 

penghapusan/ perubahan catatan dalam 

Halaman IV DIPA;  

5 . Penetapan Menteri pengusul dalam hal Revisi 

· Anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan 

antar tahun terkait dengan kegiatan: kontrak 

tahun jamak; 

6 .  surat persetujuan Eselon I ;  dan /  atau 

7 .  dokumen pendukung lainnya. 

(2)  Revisi Anggaran yang memerlukan surat persetujuan 

Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

angka 7 dan huruf e angka 6 meliputi : 
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a. pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Keluaran (Output) 

yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan 

antar Satker dalam wilayah kerj a  Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; 

b ,  pergeseran anggaran antar . Keluaran (Output), dalam 

1 (satu) Kegiatan yang sama, dart antar Satker dalam 

wilayah Kerj a  Kantor . Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang berbeda; 

c .  pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker 

dalam wilayah kerja  Kantor Wilayah Direktorat 

J enderal Perbendaharaan yang berbeda; 

d .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama 

atau antar provinsi/ kabupaten/ kota untuk Kegiatan 

dalam rahgka tu gas pem ban tuan dan urusan 

· bersama, atau antar provinsi untuk Kegiatan dalam 

rangka dekonsentrasi ; 

e .  pergeseran anggaran antar kewenangan untuk 

Kegiatan da:lam rangka tugas pembantuan , urusan 

bersama, dan/ atau dekonsentrasi ; 

L penambahan dan/atau perubahan .cara penarikan 

PHLN / PHDN termasuk penerusan pinj arrian ;  

g .  penambahan dan/ atau perubahan cara penarikan 

SBSN;  dan/ atau 

h .  perubahan rumusan sasaran kinerja  dalam database 

RKA-K/ L DIPA.  

(3) Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi 

Anggaran serta kelengkapan dokumen yang 

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf e .  

(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf e, Direktorat Jenderal Anggaran 

mengelua,rkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran . 

(5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan 

dapat ditetapkan, Direktur Anggaran I / Direktur 

Anggaran II / Direktur Anggaran III menetapkan surat 
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pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari 

sis tern . 

(6) Proses Revisi Anggara:n pada Direktorat Jenderal Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,  ayat (3) , ayat (4) , 

dan ayat (5) diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerj a  

terhitung sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf e diterima secara lengkap . 

(7) Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal 

Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini . 

Pasal 37  

( 1 )  Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan BA BUN,  Kuasa 

Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi 

Anggaran kepada PPA BUN dengan melampirkan dokumen 

pendukung sebagai berikut:  

a .  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks 

perubahan (semula-menj adi) ; 

b .  arsip data komputer RDP BUN DIPA Revisi ; 

c .  rencana kerj a dan anggaran BUN;  

d .  copy DIPA BUN terakhir; dan 

e .  dokumen pendukung terkait antara lain kerangka 

acuan kerj a  ( term of reference) dan rincian anggaran 

· biaya. 

(2)  Proses Revisi Anggaran terkait dengan BA BUN dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. PPA BUN meneliti usulan Revisi Anggaran dan 

kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kuasa 

Pengguria Anggaran BUN.  

b .  Dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan 

perubahan atau pergeseran dana BUN,  usul Revisi 

Anggaran dimaksud disampaikan kepada 

APIP K/ L untuk direviu . 

c. Hasil Reviu APIP K/ L sebagaimana dimaksud huruf b 

dituangkan dalam Surat Hasil Reviu . 
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d .  Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada huruf b disampaikan pada bulan 

Desember, usulan Revisi Anggaran dimaksud tidak 

perlu disampaikan kepada APIP K/ L untuk direviu . 

e .  Berdasarkan hasil penelitian dan/ atau Surat Hasil 

Reviu , PPA BUN menyampaikan usulan Revisi 

Anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran dengan 

melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:  

1 .  Surat U sulan Revisi Anggaran yang 

ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN dan 

dilampiri matriks perubahan (semula-menj adi) ; 

2 . arsip data komputer RDP BUN DIPA Revisi 

Satker; dan 

3 .  rencana kerj a  dan anggaran BUN . 

(3) Dalam hal Revisi Anggaran BA BUN terkait dengan 

perubahan anggaran dan/ atau perubahan rincian 

anggaran BA BUN dan/ atau penggunaan anggaran dalam 

BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN , 

Direktorat Jenderal Anggaran menelaah usulan 

Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang 

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(4) Dalam rangka penelaahaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) , Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta 

dokumen pendukung terkait sesuai hasil kesepakatan 

antara PPA BUN dengan Direktorat Jenderal Anggaran 

dalam pembahasan usulan Revisi Anggaran . 

(5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dan / a  tau ayat ( 4) , Direktorat J enderal Anggaran 

mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran . 

(6) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan 

dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III menetapkan : 

a.  Revisi DHP RDP BUN; dan 

b .  surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri 

. notifikasi dari sistem . 

(7) Dalam hal revisi dalam rangka pengesahan dana BUN,  

Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi 
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Anggaran serta kelengkapan dokumen yang 

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  

huruf e .  

(8)  Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) , 

dan ayat (6) diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerj a  

terhitung sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  diterima secara lengkap . 

(9) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselesaikan paling 

lama 1 (satu) hari kerja  terhitung sej ak dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diterima secara 

lengkap . 

( 1 0) Alur mekanisme revisi anggaran BA BUN pada Direktorat 

Jenderal Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan . bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini . 

Pasal 38 

Surat Hasil Reviu APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 35 ayat ( l) huruf d ,  Pasal 36 ayat ( 1 )  huruf d, dan 

Pasal 37 ayat (2) huruf c disusun sesuai format sebagaimana 

tercantum dalatn Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

BAB IV 

REVISI ANGGARAN PADA 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

Pasal 39 

( 1 )  Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan meliputi revisi terkait dengan : 

a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya 

bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN;  

b .  penambahan penerimaan hibah langsung; 
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c .  penggunaan anggaran belanj a  yang bersumber dari 

PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan 

Layanan Umum . 

d .  pergesetan anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran 

(Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang 

sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 

1 (satu) wilayah kerj a  Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan ; 

e .  pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 

1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) 

Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerj a  Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ; 

f. pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran 

(Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang 

sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ; 

g .  pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 

1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 

1 (satu) wilayah kerj a  Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan; 

h .  pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) 

Satker yang sama, dalam 1 (satu) wilayah kerj a  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ; 

I. pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Kegiatan yang 

sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

J . pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atau 

Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 ( satu) Satker dalam 

rangka meningkatkan volume Keluaran (Output); 

dan/ atau 

k .  ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dalam wilayah kerj a  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan 

selain ralat. volume, j enis , dan satuan Keluaran 

(Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana 

Kerj a  Pemerintah · atau hasil kesepakatan Dewan 

· Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah . 
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(2) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

sebagaimarta dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah sebagaimana 

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

Pasal 40 

( 1 )  Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan 

Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan dokumen 

pendukung sebagai berikut: 

a .  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks 

perubahan (semula-menjadi) ; 

b .  arsip data komputer RKA-K/ L DIPA Revisi ; 

c .  copy DIPA Petikan terakhir ; 

d .  dokumen pendukung terkait persetujuan unit 

Eselon I; dan 

e .  dokumen pendukung lainnya. 

(2) Revisi. Anggaran yang memerlukan surat persetujuan 

Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf d 

meliputi : 

a.  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) 

yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan 

antat Satker; 

b .  pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 

1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker; 

c .  pergeseran anggaran antar Kegiatan , dalam 

1 ( satu) Satker yang sama; atau 

d .  pergeserart anggaran antar Kegiatan dana antar 

Satker dalam wilayah kerja  Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan; 

(3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan 

dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) .  

(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat ( 1 ) ,  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan mengeluarkan surat penolakan usulan 

Revisi Anggaran . 

(5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan 

dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan 

Revisi Anggaran , paling lama 1 (satu) hari kerj a  terhitung 

sej ak dokunien diterima secara lengkap serta notifikasi 

dari sistem telah tercetak. 

(6) Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini . 

Pasal 4 1  

( 1 )  Untuk memperoleh surat persetujuan Eselon I 

Kementerian/ Lem baga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat ( 1 )  huruf a angka 7 dan Pasal 40 ayat ( 1 )  

huruf d ,  Kuasa Pengguna Anggaran · menyampaikan 

usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I 

Kementerian/ Lembaga dengan melampirkan dokumen 

pendukung sebagai berikut:  

a.  Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks 

perubahan (semula-menj adi) ; 

b .  arsip data komputer RKA-K/ L DIPA Revisi ;  

c .  rencana kerj a  dan anggaran Satker; 

d .  copy DIPA terakhir; dan 

e .  dokumen pendukung terkait .  

(2)  Unit Eselon I Ketnenterian/ Lembaga · meneliti usulan 

Revisi Anggaran dan memeriksa kelengkapan dan 

kebenaran dokumen pendukung yang disampaikan . 

(3) Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran 

merupakan . kewenangan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, Eselon I Kementerian/ Lembaga 

menetapkan surat persetujuan . dan 

kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

menyampaikan 

Satker sebagai 
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lampiran usul · Revisi Anggaran ke Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

(4) Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran 

merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran , 

Eselon I Kementerian/ Lembaga menyampaikan usulan 

Revisi Anggaran kepada Direktorat J enderal Anggaran 

untuk mendapat pengesahan . 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran 

pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku mutatis 

mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) . 

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran 

pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana 

.dimaksud dalam Pasal 36 berlaku mutatis mutandis dalam 

pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) .  

(7 )  Alur mekanisme Revisi Anggaran yang memerlukan 

persetujuan Eselon I Kementerian / Lembaga adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini . 

Pasal 42 · 

Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh 

Kementerian/ Lembaga memuat substansi yang meliputi 

kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal 

Anggaran memproses/ menyelesaikan Revisi Anggaran yang 

diusulkan . 

BAB V 

REVIS! ANGGARAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Pasal 43 

( 1 )  Revisi Anggaran dapat dilakukan pada Kuasa Pengguna 

Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:  
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a .  tidak mengurangi belanja  gaji  dan tunjangan yang 

melekat pada gaji ;  

b .  tidak mengurangi/ merelokasi anggaran belanj a  

mengikat ; 

c .  pergeseran komponen input . untuk kebutuhan Biaya 

Operasional ; dan 

d .  Pergeseran komponen input dalam 1 (satu) Keluaran 

(Output) atau antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu) 

Kegiatan dan dalam 1 (satu) Satker. 

(2)  Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan dengan mengubah petunjuk operasional 

kegiatan dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran , 

serta mengubah arsip data komputer RKA-K/ L berkenaan 

dengan menggunakan aplikasi RKA-K/ L .  

(3 )  Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.  dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan 

perubahan DIPA Petikan dan/ atau digital stamp, 

Kuasa Pengguna Angga:ran menyampaikan usul 

Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan; dan 

b .  dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan 

perubahan DIPA Petikan dan/ atau digital stamp, 

Kuasa Pengguna Anggaran mengubah arsip data 

komputer RKA Satker 20 1 6  melalui aplikasi 

RKA-K/ L-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional 

· Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan 

perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan . 

(4) Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran pada 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku mutatis · 

mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a. 

(5) Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna 

Anggaran adalah · sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini . 
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BAB VI 

REVIS! ANGGARAN YANG MEMERLUKAN 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 44 

( 1 )  Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat meliputi : 

a. . tambahan pinj aman proyek . luar negeri/ pinjaman 

dalam negeri baru setelah Undarig-Undang mengenai 

· APBN Tahun Ahggaran 20 1 6  ditetapkan ; 

b .  pergeseran anggaran antar fungsi/ unit organisasi 

yang dipimpin oleh Pej abat Eselon I selaku 

penanggung jawab Program yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) , dalam 1 (satu) Kementerian/ 

Lembaga; dan/ atau 

c .  Pergeseran anggaran antar Program kecuali untuk: 

1 .  memenuhi kebutuhan Biaya Operasional 

sepanjang dalam Bagian Anggaran yang sama; 

2 .  pergeseran anggaran antar Program dalam 

1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi 

kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan 

yang dibiayai dari pinj aman dan/ atau hibah luar 

negen; 

3 .  penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi 

satker sepanJ ang likuidasi Satker sudah 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ; 

dan/ atau 

4 .  penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 

1 (satu) satker bagi Kementerian/ Lembaga yang 

mengalami perubahan nomenklatur / struktur 

organisasi sepanjang total pagu Kementerian/ 

Lembaga tetap , dan pagu Program lama dan 

Program baru sudah disetujui Dewan Perwakilan 

Rakyat . 

(2)  Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ 

Sekretaris Utama/ Sekretaris Kernen terian / Lem baga 
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kepada · Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

mendapat persetujuan . 

(3) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej abat 

Esefon I Kementerian/ Lembaga mengajukan usulan Revisi 

Anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran 

berdasarkan 

Perwakilan 

ayat (2) . 

persetujuan dari 

Rakyat sebagaimana 

Pimpinan 

dimaksud 

Dewan 

pad a 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran 

pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 berlaku mutatis mutandis dalam 

pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) . 

BAB VII 

BATAS AKHIR PENERIMAAN USUL DAN PENYAMPAIAN 

PENGESAHAN REVIS! ANGGARAN 

Pasal 45  

( 1 )  Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk 

Tahun Anggaran 20 1 6  ditetapkan sebagai berikut: 

a. tanggal 30 Oktober 20 1 6 ,  µntuk Revisi Anggaran 

pada Direktorat Jenderal Anggaran ; dan 

b .  tanggal 30 November 20 1 6 ,  untuk Revisi Anggaran 

pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan . 

(2)  Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan : 

a .  pergeseran anggaran untuk belanj a  pegawai ; 

b .  pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999 . 0 8  

(BA B U N  Pengdola Belanj a  Lainnya) ke B A  K/ L;  

c .  Kegiatan · yang dananya . bersumber . dari PNBP,  

pinjaman luar negeri , hibah luar negeri terencana, 

dan hibah dalam negeri terencana, serta pinj aman 

dalam negeri ; dan/ atau 

d .  Kegiatan-Kegiatan yang membutuhkan data/ 

dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit 
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eksternal Kementerian/ Lembaga seperti persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat, persetujuan Menteri 

Keuangan, hasil audit eksternal , dan sejenisnya, 

batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh 

Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat 

pada tanggal tanggal 15 Desember 20 16 .  
(3)  Dalam hal Revisi Anggaran 20 1 6  dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan lingkup Bagian Anggaran 999 . 0 8  

(BA B U N  Pengelolaan Belanja Lainnya) , pergeseran 

anggaran untuk bencana alam dan revisi dalam rangka 

pengesahan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran 

dan · penyelesaiannya oleh Direktorat J enderal Anggaran 

ditetapkan paling lambat pada tanggal tanggal 3 0  

Desember 20 16 .  
(4) Pada saat penerimaan usul Revisi Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) , seluruh dokumen 

telah diterima secara lengkap . 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran 

pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku mutatis 

mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) . 

(6) Dalam hal Revisi Anggaran 20 1 6  dilakukan dalam rangka 

pengesahan anggaran belanj a  yang dibiayai dari hibah 

langsung, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran 

dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan ditetapkan paling lambat pada tanggal 

30 Desember 20 1 6 .  

(6 ) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran 

pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 berlaku mutatis mutandis dalam 

pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) . 

Pasal 46 

Penyampaian pengesahan Revisi Anggaran diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ,  disampaikan kepada 

Sekretaris J enderal / Sekretaris U tam a/ Sekretaris / Pej abat 

Eselon I Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan dan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktur Sistem 

Perbendaharaan dan tembusan kepada: 

1 .  Menteri/ Pimpinan Lembaga; 

2 .  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

3 .  Gubernur dalam hal pelaksanaan Kegiatan 

dekonsentrasi , tugas pembantuan, dan/  atau urusan 

bersama; 

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q. Direktur 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur 

Pelaksanaan Anggaran; dan 

5 .  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan terkait. 

b .  Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ,  disampaikan 

kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait 

dan tern busan kepada: 

1 .  Menteri/ Pimpinan Lembaga; 

2 .  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

3 .  Gubernur; 

4 .  Direktur Jenderal Anggaran ; dan 

5 .  Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktur 

Akun tansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur 

Pelaksanaan Anggaran . 

Pasal 47 

( 1 )  Setiap Revisi Anggaran yang ditetapkan dalam perubahan 

DHP RKA-K/ L dan DIPA Petikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ,  tembusannya disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat oleh Direktur Jenderal 

Anggaran atas nama Menteri Keuangan . 
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(2)  Seluruh Revisi Anggaran sebagaimarta dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam Undang-Undang mengenai APBN Perubahan 

dan/ atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat . 

(3) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam Undang-Undang 

mengenai APBN Perubahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan Revisi Anggaran yang dilakukan 

sebelum Rancangan Undang-Undang mengenai APBN 

Perubahan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat . 

(4) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan seluruh Revisi Anggaran yang 

dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2 0 1 6 .  

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung 

j awab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala 

sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran 

yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran atau 

Direktorat Jerideral Perbendaharaan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri ini . 

Pasal 49 

( 1 )  Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan 

dalam Keluaran (Output) cadangan, usul penggunaan dana 

Keluaran (Output) · Cadangan diajukan oleh Sekretaris 

J enderal / Sekretaris U tam a/ Sekretaris / Pej a bat Eselon I 

Kementerian/ Lembaga kepada Direktur Jenderal 

Anggaran paling lam bat pada minggu pertama bulan 

April 2 0 1 6 .  

(2)  Usul penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus memenuhi 

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 2 .  
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(3) Dalam hal Keluaran (Output) cadangan merupakan akibat 

dari penetapan Undang-Undang mengenai APBN 

Perubahan Tahun Anggaran 20 1 6 ,  batas akhir pengajuan 

usul penggunaan dana Kduaran (Output) cadangan paling 

1ambat pada tanggal 30 Oktober 2 0 1 6 .  

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran 

pada Direktorat . Jenderal Angg13.ran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 berlaku mutatis mutandis dalam 

pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) .  

Pasal 50 

( 1 )  Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan 

kesalahan berupa:  

a.  kesalahan pencantuman kantor bayar (Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara) ; 

b. kesalahan pencantuman kode lokasi ; 

c .  kesalahan pencantuman sumber dana; 

d. terlanjur memberikan approval/ persetujuan revisi ;  

e .  tidak tercanturrtnya catatan pada halaman IV DIPA;  

dan DIPA belum direalisasikan , atas kesalahan tersebut 

dapat dilakukan revisi secara otomatis .  

(2)  Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan oleh unit yang memproses usul revisi .  

(3)  Mekanisme revisi otomatis . dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a.  unit Eselon I / Kuasa . Pengguna Anggaran 

Kementerian/ Lembaga menyampaikan surat 

pemberitahuan kesalahan kepada Direktur Jenderal 

Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan dilampiri arsip data 

komputer RKA-K/ L;  

b .  berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal 

Anggaran/ Kantor Wilayah Direktorat · Jenderal 

Perbendaharaan ditemukan adanya kesalahan ; 

c .  berdasarkan surat pemberitahuan dan/ atau hasil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
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huruf b ,  Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

mengunggah kembali ADK RKA-K/ L dan disahkan . 

Pasal 5 1  

( 1 )  Dalam hal terdapat Kegiatan/ Keluaran (Output) yang 

dananya bersumber dari PHLN atau Penerusan Pinj aman 

dan telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2 0 1 5  tetapi 

sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2 0 1 5  belum dapat 

disahkan pengeluarannya, pengesahan transaksi tersebut 

harus diselesaikan melalui mekanisnie revisi DIPA Tahun 

Anggaran 20 1 6 .  

(2)  Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

merupakan revisi dalam rangka pengesahan . 

(3) Revisi dalam rangka pengesahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan sepanjang PHLN atau Penerusan 

Pinjaman belum closing date. 

(4) Mekanisme rev1s1 DIPA dalam rangka pengesahan 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a .  · unit Eselon I mengajukan usulan Revisi Anggaran 

kepada Direktur Jenderal Anggaran ; 

b .  pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam 

RKA-K/ L dalam Keluaran(Output) tersendiri dan 

diberi catatan akun "dalam rangka pengesahan" ;  dan 

c .  Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan revisi 

dan kelengkapan dokumen . 

(5) Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat 

Jenderal Anggaran sebagaimana . dimaksud dalam 

Pasal 36 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi 

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) . 

Pasal 52 

(1 ) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaj i  

dan tunjangan yang melekat pada gaj i  untuk Tahun 

Anggaran 20 1 6 ,  pagu minus tersebut harus diselesaikan 

melalui mekanisme revisi DIPA.  
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(2 )  Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA 

Tahun Anggaran 20 1 6  sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  merupakan penyesuaian administratif. 

(3) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

a .  selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran 

dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan 

dalam 1 (satu) Program ; 

b .  dalam hal s1sa anggaran pada Satker yang 

bersangkutan tidak mencukupi , selisih mmus 

dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker 

dalam 1 (satu) Program; 

c .  dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui 

pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) 

Program , selisih minus dipenuhi melalui pergeseran 

anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian 

anggaran ; dan/ atau 

d .  dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui 

pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) 

bagian anggaran , selisih minus dipenuhi melalui 

Bagian Anggaran 999 .08  (BA BUN Pengelolaan Belanj a  

Lainnya) . 

(4) Mekanisme penyelesaian pagu mmus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a .dan huruf b diajukan 

kepada . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara 

pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

dimaksud dalam Pasal 40 .  

sebagaimana 

(5) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diajukan 

kepada Direktur Jenderal Anggarari dengan ketentuan 

mengikuti tata cara p�ngajuan Revisi Anggaran pada 

Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 .  
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Batas akhir penyelesaian pagu mmus 

dimaksud pada ayat ( 1 )  mengikuti 

sebagaimana 

batas akhir 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .  

Pasal 53 

( 1 )  Dalam hal terdapat: 

a.  pagu minus terkait non belanja  gaj i  dan tunj angan 

yang melekat pada gaj i ;  

b .  pengesahan pendapatan dan belanja  untuk Satker 

Badan Layanan Umum; 

c .  pengesahan · belanja  yang bersumber dari hibah 

langsung; 

d .  pengesahan belanj a  yang dananya bersumber dari 

PHLN/ PHDN;  dan/ atau 

e .  pengesahan pendapatan/ belanj a/pembiayaan 

anggaran unttik subbagian anggaran BA BUN,  

yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi 

Anggaran Tahun Anggaran 20 1 5 , usul Revisi Anggaran 

dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas 

akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .  

(2)  Pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  merupakan penyesuaian administratif dan 

digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan 

Kernen terian / Lem bag a .  

(3 )  Pengesahan atas Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan bagian dari pelaksanaan 

anggaran Tahun Anggaran 20 1 5 . 

(4) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

a: .  selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran 

dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan 

dalam 1 (satu) Program; 

b .  dalam hal s1sa anggaran pada Satker yang 

bersarigkutan tidak mencukupi , selisih minus 

dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker 

. dalam 1 (satu) Program; 
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c .  dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui 

pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) 

Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran 

anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian 

anggaran ; dan/ atau 

d .  dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui 

pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) 

. bagian anggaran , selisih minus dipenuhi . melalui 

Bagian Anggaran 999 .08  (BA BUN Pengelolaan 

Belanj a  Lainnya) . 

Mekanisme periyelesaian pagu minus se bagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diajukan 

kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara 

pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah 

Direktorat J ender al Perbendaharaan 

dimaksud dalam Pasal 40 .  

se  bagaimana 

(6) Mekanisme penyelesaian pagu mmus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d diajukan 

kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan 

mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada 

Dfrektorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 . 

Pasal 54 

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat 

Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) 

berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 

setiap 2 (dua) bulan sekali . 

Pasal 55  

( 1 )  Dalam rangka penyelesaian sisa pekerj aan tahun 2 0 1 5  

yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2 0 1 6 ,  dapat 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:  
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a .  penyediaan alokasi anggaran dilakukan melalui 

mekanisme Revisi Anggaran sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri ini ;  dan 

b .  batas akhir pengajuan usul Revisi Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka 

penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan 

sampai dengan akhir tahun anggaran . 

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan tahun 

20 1 5  yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2 0 1 6  

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian 

pekerj aan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir 

tahun anggaran . 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 1 6  sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur 

Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan 

secara bersama'-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan 

kewenangannya. 

Pasal 57 

Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur 

dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan 

tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2 0 1 7 ,  sampai 

dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri ini . 
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Pasal 58 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 9 J a n  u a r i 2 0 1 6 

MENTERI KEUANGAN REPUB LI K I N D O NESIA, 

ttd . 

BAMBANG P .  S .  B RODJONEGORO 

Pada tanggal 2 9  J a n u a r i  2 0 1 6  

DIREKTUR JEND ERAL 

PERATURAN PERUN DAN G-UNDANGAN 

KEMENTERIAN H U KU M  DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLI K  I N D O N E S IA, 

ttd . 

WI DODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPU B LI K  I N D O NESIA TAHUN 2 0 1 6  N O M O R  1 4 9 

S alin.an sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro_ U mllm.. 

. ,...,,... ... . � l' .. ,, ,) -1 \ b _ '  � Kep alf .Bagian T. U .  Kerr\enterian 
I ' I  ------1/h.::: . v · · · " .. l 

GIAR�e> 1------ : 
NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1  ' ,, 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 5 / PMK:02 / 20 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6  

DAFTAR REVIS! ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

URAIAN REVIS! 
DJA 

Pasal 34 

1 .  Perubahan Anggaran Belanj a  Yang Bersumber Dari 
PNBP.  
Pasal 2 ayat (2) huruf a 

· a kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional ,/ 
(PNBP yang dapat digunakan kembali) yang 
direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan . 
Pasal 7 ayat (2) huruf a 

b adanya PNBP yang berasal dari ,/ 
kontrak/ kerjasama/ nota kesepahaman . 
Pasal 7 ayat (2) huruf b 

c adanya Peraturan Pemerintah mengenai j enis dan ,/ 
tarif atas j enis PNBP baru . 
Pasal 7 ayat (2) huruf c 

d adanya Satker PNBP baru . 
Pasal 7 ayat (2)  huruf d 

e peningkatan persetujuan pengguriaan sebagian 
dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan mengenai . persetujuan penggunaan 
sebagian dana PNBP. 
Pasal 7 ayat (2) huruf e 

f adanya · penetapan status pengelo1aan keuangan 
Badan Layanan Umum pada suatu Satker . 
Pasal 7 ayat (2)  huruf f 

g penggunaan anggaran belanja yang bersumber 
dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan 
Layanan Um um dan/  atau penggunaan saldo 
Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya. 

Pasal 7 ayat (2) huruf g 

Kanwil 
DJPBN 

Pasal 39  
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URAIAN REVIS! 
DJA 

Pasal 34 

h penurunan atas target PNBP fungsional . (PNBP '1 
yang dapat digunakan kembali) yang tercantum 
dalam APBN atau APBN Perubahan . 

. Pasal 7 ayat (3) huruf a 

1 .  penurunan besaran persetujuan penggunaan '1 
sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan tentang persetujuan 
penggunaan sebagian dana PNBP. 
Pasal 7 ayat (3) huruf b 

J .  pencabutan status pengelolaan keuangan Badan '1 
Layanan Umum pada suatu Satker. 
Pasal 7 ayat (3) huruf c 

2 .  Perubahan anggaran belanja  yang bersumber dari 
pinj aman/ hibah luar negen dan dalam negeri , 
termasuk penerusan pinj aman/ hibah . 
Pasal 2 ayat (2) huruf b 

a lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang 
dananya bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN.  
Pasal 8 ayat (2 )  huruf a 

b . lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang 
dananya bersumber dari penerusan pinj aman .  
Pasal 8 ayat (2) huruf a 
Pasal 9 

c percepatan penarikan PHLN dan/  atau PHDN,  '1 
termasuk penerusan pinj aman/ hibah . 
Pasal 8 ayat (2) huruf b 

d penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam 
negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah 
c . q. Kementerian Keuangan setelah Undang­
Undang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun 
Anggaran 20 1 6  ditetapkan dan kegiatannya 
dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga. 
Pasal 8 ayat (2) huruf c 
Pasal 8 ayat (3) 

e penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam 
negeri langsung yang diterima setelah Undang:.. 
Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 1 6  
ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara 
langsung oleh Kementerian/ Lemhaga. 
Pasal 8 ayat (2) huruf d 
Pasal 8 ayat (4) 

Kanwil 
DJPBN 

Pasal 39  
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URAIAN REVISI 
DJA 

Pasal 34 

f pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk .Y 
pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman,  
pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam 
negeri termasuk hibah luar rtegeri atau hibah 
dalam negeri yang diterushibahkan dan/ atau 
pinjaman yang diteruspinjamkan . 
Pasal 8 ayat (5) 

Penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk 
membiayai kegiatan/ proyek lain . 
Pasal 8 ayat (6) 

Lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang 
dananya bersumber dari SBSN.  
Pasal 2 ayat (2) huruf c 
Pasal 1 0  

Perubahan Anggaran Belanj a  Pemerintah Pusat 
berupa pagu untuk pengesahan belanj a  yang 
bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri . yang 
telah closing date. 

Pasal 2 ayat (2) huruf d 
· Pasal 1 1  

6 .  Perubahan anggaran belanja dan/ atau pembiayaan 
anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs 
dan/  atau perubahan parameter . 
Pasal 2 ayat (2) huruf e 
Pasal 1 2  

a perubahan anggaran kegiatan Kementerian/ .Y 
Lembaga yang sumber dananya berasal dari 
pinjaman atau hibah luar negeh . 
Pasal 1 2  ayat ( 1 )  huruf a 
Pasal 1 2  ayat (2) 

b penambahan alokasi anggaran belanj a  pegawai .Y 
berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanj a  
pegawai yang ditempatkan d i  luar negeri . 
Pasal 1 2  ayat ( 1 )  huruf b 

c penam bah an alokasi anggaran pem bayaran .Y 
kewaj iban utang. 
Pasal 1 2  ayat ( 1 )  huruf c 

d penambahan alokasi anggaran subsidi energy. 
Pasal 1 2  ayat ( 1 )  huruf d 
Pasal 1 2  ayat (3) 

e penambahan alokasi anggaran pembayaran .Y 
cicilan pokok utang. 
Pasal 1 2  ayat ( 1 )  huruf e 

Kanwil 
DJPBN 

Pasal 39  
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No . URAIAN REVIS! 
DJA 

Pasal 34 

f pen am bahan alokasi anggaran dalam rangka .,,/ 

7 . 

8 .  

9 .  

PMN .  
Pasal 1 2  ayat ( 1) huruf f 
Pasal 1 2  ayat (4) 

g perubahan pagu anggaran kewajiban penj aminan .,,/ 
Pemerintah . 
Pasal 1 2  ayat ( 1 )  huruf g 

Perubahan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. 
Pasal 3 ayat ( 1 )  
Pasal 33 

Pengurangan volume Keluaran( Output). * )  

Pasal 5 ayat ( 1 )  
. *) Dengan persetujuan Menteri/ Pimpinan Lembaga 

Pengusul untuk Keluaran (Output) Prioritas 
Kernen terian / Lem bag a. 

Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 08 
(Bendahara Umum Negara Pengelola Belanj a  Lainnya) 
ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, 
atau antar subbagian anggaran dalam Bagian 
Anggaran 999 (BA BUN) , termasuk yang terkait 
dengan pemberian penghargaan dan pengenaan 
sanksi atas pelaksanaan a:nggaran belanj a  
kemen terian / lem bag a. 

. 

Pasal 2 ayat (3) huruf a 
Pasal 1 3  

1 0 .  Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang 
sama yang bersumber dari rupiah murni untuk 
memenuhi kebutuhan Biaya Operasional . 
Pasal 2 ayat (3) huruf b 
Pasal 1 4  

1 1 . Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) -'1 
Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni 
untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional . * ) 
Pasal 2 ayat (3) huruf b 
Pasal 1 4  
*) Dengan persetujuan Eselon I 

1 2 .  Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja  
badan layanan umum yang sumber dananya berasal 
dari PNBP. 
Pasal 2 ayat (3) huruf c 
Pasal 1 5  

Kanwil 
DJPBN 

Pasal 39  
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No .  URAIAN REVIS! 
DJA 

Pasal 34 

1 3 .  Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa '1 
kewaj iban pembayaran kegiatan yang dibiayai 
melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai 
hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan . 
Pasal 2 ayat (3) huruf d 
Pasal 1 6  

1 4 .  Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) '1 
Bag!an Anggaran untuk memenuhi kebutuhan 
Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari 
pinj aman dan/  atau hi bah luar negeri . * ) 
Pasal 2 ayat (3) huruf e 
Pasal 1 7  
* ) Dengan persetujuan Eselon I 

1 5 .  Pergeseran anggaran antara Program lama dan '1 
Program baru dalam rangka penyelesaian 
administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan 
Perwakilan Rakyat . 
Pasal 2 ayat (3) huruf f 
Pasal 1 8  

1 6 .  Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang '1 
sama dalam . rangka · penyediaan dana untuk 
penyelesaian restrukturisasi Kementerian/ Lembaga. 
Pasal 2 ayat (3) huruf g 

. Pasal 1 9  

1 7 .  Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program da1am '1 
rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam 
wilayah kerj a  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang berbeda. 
Pasal 2 ayat (3) huruf h 
Pasal 2 0  

1 8 .  Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 
rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam 
wilayah kerj a  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan . 
Pasal 2 ayat (3) huruf h 
Pasal 20  

1 9 .  Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) . program dalam '1 
rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu dalam 
wilayah kerj a  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang . berbeda. 
Pasal 2 ayat (3) huruf i 
Pasal 2 1  

Kanwil 
DJPBN 

Pasal 39  
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No . URAIAN REVIS! 

2 0 .  Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 
rangka penyelesaian . tunggakan tahun lalu dalam 
wilayah kerj a  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan . . 
Pasal 2 ayat (3) huruf i 
Pasal 2 1  

DJA 
Pasal . 34 

2 1 .  Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang .Y 
sebagai dampak dari perubahan komposisi 
instrument pembiayaan utang. 
Pasal 2 ayat (3) huruf j 
Pasal 2 2  

2 2 .  Pergeseran anggaran antarlokasi dan/ atau ...J 
antarkewenangan dalam rangka tugas pembantuan, 
urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi . *) 
Pasal 2 ayat (3) huruf k 
Pasal 2 3  
* )  Dengan persetujuan Eselon I 

2 3 .  Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan .Y 
kantor baru . 
Pasal 2 ayat (3) huruf 1 
Pasal 24  

2 4 .  pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan .Y 
bencana. 
Pasal 2 ayat (3) huruf m 
Pasal 2 5  

2 5 .  pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian .Y 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap ( inkracht). 

· 

Pasal 2 ayat (3) huruf n 
Pasal 26  

26 .  Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi .Y 
pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan 
Kontrak Tahun Jamak. *) 
Pasal 2 ayat (3) huruf o 
Pasal 2 7  
* )  Dengan penetapan dari Menteri K/ L pengusul . 

2 7 .  Pergeseran anggaran dari B A  K/ L ke B A  BUN . 

Pasal 2 ayat (3) huruf p 
Pasal 2 8  

Kanwil 
DJPBN 

Pasal 39  
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No . URAIAN REVISl 
DJA 

Pasal 34 

2 8 .  Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) -../ 
Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan 
Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran 
Swakelola dalam rangka membiayai hal-hal prioritas , 
mendesak, dan/ atau kedaruratan . *) 
Pasal 2 ayat (3) huruf q 
Pasal 29  
*) Dengan persetujuan Menteri Keuangan . 

2 9 .  Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) 
Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan 
Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran 
Swakelola dalam rangka meningkatkan volume 
Keluaran (Output). 

Pasal 2 ayat (3) huruf q 
Pasal 29  

3 0 .  Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari -../ 
keikutsertaan sebagai anggota organisasi 
in ternasional . 
Pasal 2 ayat (3) huruf r 

3 1 .  Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum -../ 
dialokasikan dalam DIPA 'BUN . 
Pasal 2 ayat (3) huruf s 

3 2 .  Ralat administrasi 

a ralat kode akun dalam rangka penerapan 
· kebijakan akuntansi sepanJang dalam 

perun tukkan dan sasaran yang · sama, termasuk 
yang mengakibatkan perubahan jenis belanja. 
Pasal 2 ayat (5) huruf a 

b ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara. 
Pasal 2 ayat (5) huruf b 

c ralat kode kewenangan . 
Pasal 2 ayat (5) huruf c 

d ralat kode lokasi dan/ atau lokasi Kart tor 
Pelayarian Perbendaharaan Negara. 
Pasal 2 ayat (5) .huruf d 

e ralat kode bagian anggaran dan/ atau Satker . 
Pasal 2 ayat (5) huruf e 

Kanwil 
DJPBN 

Pasal 39 
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DJA Kanwil 
No .  URAIAN REVIS! DJPBN 

Pasal 34 · Pasal 39  
f ralat volume, j enis ,  dan satuan Keluaran ( Output) 1 

yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerj a  
Pemerintah a tau hasil kesepakatan Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah . · 

Pasal 2 ayat (5) huruf f 

g ralat rencana penarikan dana/ atau rencana '1 
penerimaan dalam halaman III DIPA.  
Pasal 2 ayat (5 )  huruf g 

h ralat car a penarikan PHLN / PHDN,  termasuk '1 
penerusan pinjaman .  
Pasal 2 ayat ( 5 )  huruf h 

1 .  ralat cara penarikan SBSN. '1 
Pasal 2 ayat (5) huruf i 

J ralat nomor register pembiayaan proyek melalui '1 
SBSN.  
Pasal 2 ayat (5) huruf j 

k ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak '1 '1 
berfungsinya sebagian a tau seluruh fungsi 
matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA.  
Pasal 2 ayat (5)  huruf k 

3 3 .  Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan 
rumusan yang tidak terkait dengan anggaran : 

a peru bah an/ penam bahan nomor register '1 
pinjaman dan/ atau hibah luar negeri . 
Pasal 2 ayat (6) huruf a 

b perubahan/ penambahan nomor register SBSN.  '1 
Pasal 2 ayat (6) huruf b 

c perubahan pej abat perbendaharaan . '1 
Pasal 2 ayat (6) huruf c 

d perubahan nomenklatur bagian anggaran , '1 
Program/ Kegiatan , dan/ atau Satkec 
Pasal 2 ayat (6) huruf d 

e perubahan/ penam bahan cara penarikan PHLN/ '1 
PHDN,  termasuk penerusan pinj aman .  *) 
Pasal 2 ayat (6) huruf e 
* ) Dengan persetujuan Eselon I 

f perubahan/ penambahan cara penarikan SBSN.  *) '1 
Pasal 2 ayat (6) hutuf f 
* ) Dengan persetujuan Eselon I 
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DJA 
Kanwil 

No . URAIAN REVIS! DJPBN 
Pasal 34 

Pasal 39  

g perubahan rumusan sasaran kinerj a  dalam ,; 
database RKA-K/ L DIPA.  * ) 
Pasal 2 ayat (6) huruf g 

Pasal 30 
*) Dengan persetujuan Eselon I 

3 4 .  Revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan 
persyaratan dalam rangka pencairan anggaran . 

a penghapusan/ pencantuman ca ta tan dalam ,; 
halaman IV DIPA.  

Pasal 2 ayat (7 )  huruf a 

Pasal 3 1  

b penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan . ,; 
Pasal 2 ayat (7) huruf b 

Pasal 32  

Pasal 49 

3 5 .  Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2 0 1 6 .  ,; 
. Pasal 3 ayat ( 1 )  

36 . Perubahan anggaran sebagai akibat dari kebij akan ,; 
penghematan anggaran . 

Pasal 3 ayat (2)  

Pasal 5 

3 7 .  Perubahan atas Kebij akan Prioritas Pemerintah Yang ,; 
Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai 
APBN a tau Undang-Undang mengena1 APBN 
Perubahan . 

Pasal 3 ayat (3)  

38 . Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan/ Keluaran ,; 
(Output) tahun sebelumnya. 

Pasal 5 1  

3 9 .  Pagu minus belanja gaji dan tunj angan yang melekat 
pada gaj i .  

Pasal 52 

a .  dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) ,; 
Program . 

b .  pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program . ,; 
4 0 .  Pagu minus non belanj a  gaj i  dan tunj angan yang 

melekat pada gaj i .  

Pasal 53 

a.  dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) ,; 
Program . 

b .  pergeseran anggaran antar Program . ,; 
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DJA 
Kanwil 

URAIAN REVIS! DJPBN 
Pasal 34 

Pasal 39 

Pergeseran anggaran dengan persetujuan Eselon I 
untuk pengesahan revisi DIPA.  

a .  pergeseran anggaran -dalam 1 (satu) Keluaran ,/ 
(Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang 
sama, dan antar Satker dalam wilayah kerj a  Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
berbeda. 

b.  pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) , ,/ 
dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar 
Satker dalam wilayah kerj a  Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. 

c.  pergeseran anggaran antar Kegiatan yang sama, ,/ 
dan antar Satker dalam wilayah kerj a  Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
berbeda. 

d. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran ,/ 
(Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang 
sama, dan antar satker dalam wilayah kerj a  Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

e .  pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) yang ,/ 
sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan 
antar Satker dalam wilayah kerj a  Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

f. pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) ,/ 
Ssatker yang sama dalam wilayah kerja  Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

g .  pergeseran anggaran antar Kegiatan , .dan antar ,/ 
Satker dalam wilayah kerj a  Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

M E NTERI KEUANGAN REPUB LI K  INDONESIA ,  
ttd . 

S alin.an sesuai den!lan aslinya r - - - --� Kepala B ir6 um ->-'· / u . b .  - _ 

Kepala }3.W� Kem · nterian 
,.11.- - - .... .. · ··' )l f� .1\V 

- I �------- I 
GIARTO -· � • 

NIP 1 9  D4QO 1 98 �02 l 00 1  . 
� .- I ,,; 

BAMBANG P . S . BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 5  / PMK. 02 / 20 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVlSI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 6  

FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN 

A.  FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN DARI KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN KEPADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 
PERBENDAHARAAN 

LOGO ( 1 )  KEMENTERIAN/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2)  } 
UNIT ESELON I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) KOP Kementerian/ Lembaga 
SATKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

. Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

Nomor : S­
Sifat 
Lampiran 
Hal 

I / 20XX 
: Segera 
: Satu Berkas 
: U sulan Revisi Anggaran 

(tanggal-bulan-20XX) 

Yth . Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6) 
Di . . . . . . . . . . . . . . . . .  (?) . 

1 .  Dasar Hukum: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK. 02 / 2 0 1 6  ten.tang Tata Cara Revisi 

Anggaran Tahun Anggaran 20 1 6 ;  
b . . . . . . . . .  (8) ; 
c .  DIPA Petikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tanggal . . . . . . . . . . . . . . .  kode digital 

stamp . . . . . . . . . . .  . 
2 .  Alasan/ pertimbangan perlunya Revisi Anggaran: 

a . . . . . . . . . . . . . . .  (9) ; 
b . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) .  

3 .  Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kategori revisi . . . . . .  ( 1 1 ) ;  
b .  Jenis revisi . . . . . .  ( 1 2 ) .  

4 .  Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa: 
a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir; 
b .  ADK RKA-K/ L DIPA Revisi; dan 
c. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3) . 

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih . 

Kuasa Pengguna Anggaran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) 
NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 79 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KANTOR WILAYAH 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

NO URAIAN ISIAN 

( 1 )  Diisi dengan Logo Kementerian/ Lembaga. 

(2 )  Diisi dengan nomenklatur Kementerian/ Lembaga. 

(3)  Diisi dengan Unit Eselon I pengusul Revisi Anggaran . 

(4) Diisi dengan Satker pengusul Revisi Anggaran . 

(5)  Diisi dengan alamat Satker. 

(6)  Diisi dengan tujuan . (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan) . 

(7) Diisi dengan alamat 
Per bendaharaan . 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

(8) Diisi dengan peraturan-peraturan lain sebagai dasar hukum revisi U ika 
adaj . 

· 

(9) Diisi dengan alasan / pertimbangan yang menj adi penyebab 
dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebij akan atau ada 
penugasan baru . 

( 1 0) Diisi dengan alasan/ pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran , 
antara lain : antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas 
kebutuhan , mempercepat pencapaian kinerja  Kementerian / Lembaga, 

dan / atau meningkatkan efektivitas , kualitas belanj a  dan optimalisasi 
penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai keperluan) . 

( 1 1 )  Diisi dengan kategori Revisi Anggaran yaitu : perubahan rincian anggaran 
yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja 
termasuk pergeseran rincian anggatan belanj anya, perubahan atau 

pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap , 

dan / atauperubahan / ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai 

keperluan) . 

( 1 2 ) Diisi dengan j enis Revisi Anggaran , contoh antara lain : pergeseran antar 

Keluaran (Output) dalam satu kegiatan dan satu Satker dalam rangka 

memenuhi kebutuhan Biaya Operasional . 

( 1 3) Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi 

Anggaran yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Sisa 

Anggaran Kontraktual/ Sisa Anggaran Swakelola) . 

( 1 4) Diisi dengan nama KPA. 

( 1 5) Diisi dengan NIP/ NRP KPA. 
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MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 
SATKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  : . . . .  ( 1 )  

No 
Uraian Semula · Menj adi + / -

1 .  Program . . . (2 )  

2 .  Kegiatan . . . (3) 

3 .  Keluaran 
(Output) . . . . . . . . . . . .  (4) 

• Volume aaa (5) bbb (6) ccc(7) 
• Rupiah Rp .xxx.xxx (8) Rp ;yyy.yyy (9) Rp .zzz. zzz ( 1 0) 

4 .  Kode Digital Stamp 9999 . 9999 :  9999.  9999 --

PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 

NO URAIAN ISIAN 

( 1 )  Diisi dengan nomenklatur Satker pengusul Revisi Anggaran . 

(2 )  Diisi dengan Program yang direvisi . 

(3)  Diisi dengan Kegiatan yarig direvisi . 

(4) Diisi dengan Keluaran (Output) yang direvisi (termasuk apabila terj adi 
perubahan jenis Keluaran (Output)). 

(5)  Diisi dengan volume Keluaran (Output) awal sebelum Revisi Anggaran . 

(6) Diisi dengan volume Keluaran (Output) akhir setelah Revisi Anggaran . 

(7) Diisi dengan penam bah an/ pengurangan volume Keluaran (Output) 
setelah Revisi Anggaran . 

(8)  Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran . 

(9) Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran . 

( 1 0) Diisi dengan penambahan/ pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi 
Anggaran . 
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B .  FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN DARI ESELON I KEPADA 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

. LOGO ( 1 )  KEMENTERIAN/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) -

UNIT ESELON ! . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) >- KOP Kementerian/ Lembaga 
Alamat (4) 

Nomor : S- / / 20XX 
Sifat : Segera 
Lampiran : Satu Berkas 
Hal : U sulan Revisi Anggaran 

Yth .Direktur Jenderal Anggaran 
Di 

jakarta 

1 .  Dasar Hukum: 

(tanggal-bulan-20XX) 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK.02 / 20 1 6  tentang Tata Cara Revisi 
Anggaran Tahun Anggaran 20 1 6 ;  

b . . . . . . . . .  (5) ; 
c .  DHP RKA-K/ L Ditjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tanggal . . . . . . . . . . . .  ; 
d .  DIPA Induk . . . . . . . . . . . .  N o  . . . . . . . . . .  Tanggal . . . . . . . . . . . .  kode Digital Stamp . . . . . . . . . .  ; 
e .  DIPA Petikan . . . . . . . . . . . . . . .  No  . . . . . . .  Tanggal . . . . . . . . . . . .  kode Digital Stamp . . . . . . . .  ; 
f. DIPA Petikan . . . . . . . . .  No . . . . . . . . . .  Tanggal . . . . . . . . . . . . . . .  kode Digital Stamp . . . . . . . .  . 

2 .  Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran: 
a. . .  . . . . . . . . . . . .  (6) ; 
b . . . . . . . . . . . . . . .  (7) . 

3 .  Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 
a.  Kategori revisi . . . . . .  (8) ; 
b .  Jenis revisi . .  . . . .  (9) . 

4 .  Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran terse but d i  atas dilampirkan data dukung 
berupa: 
a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir; 
b .  ADK RKA-K/ L DIPA Revisi; dan 
c. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) .  

Demikian kami sampaikan, atas kerja  samanya diucapkan terima kasih . 

(Sekretaris Jenderal/Sekretaris 
Utama/ Sekretaris/ Pej abat Eselon I 
Kementerian/ Lembaga) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 )  
NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI ESELON I 
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

NO URAIAN ISIAN 

( 1 )  Diisi dengan Logo Kementerian / Lembaga. 

(2 )  Diisi dengan nomenklatur Kementerian/ Lembaga. 

(3) Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran . 

(4) Diisi dengan alamat unit eselon I .  

(5)  Diisi dengan dasar hukum lainnya (seperti : Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah , dan Peraturan Presiden) , keputusan sidang kabinet, atau 
keputusan rapat yang dipimpin menteri koordinator .  

(6) Diisi dengan alas an / pertim bang an yang menj adi penyebab 
dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebij akan atau ada 
penugasan baru . 

(7)  Diisi dengan alas an/ pertim bangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran , 
antara lain : antisipasi terhadap perubahan kondisi clan prioritas 
kebutuhan , mempercepat pencapaian kinerj a  Kementerian/ Lembaga, 
dan/ atau meningkatkan efektivitas , kualitas belanj a dan optimalisasi 
penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesliai keperluan) . 

(8)  Diisi dengan kategori revisi yaitu : perubahan rincian anggaran yang 
disebabkan penambahan a tau pengurangan pagu anggaran belanj a  
termasuk pergeseran nncian anggaran belanj c:i_nya, perubahan a tau 
pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap , dan / atau 
perubahan/ ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan) . 

(9) Diisi dengan jenis Revisi Anggaran , contoh antara lain : pergeseran antar 
Keluaran (Output) dalam .satu kegiatan dan satu Satker dalam rangka 
memenuhi kebutuhan Biaya Operasional . 

( 1 0) Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi 
Anggaran yang dilakukan (contoh : Surat Pernyataan Penggunaan Sisa 
Anggaran Kon traktual / Sis a Anggaran Swakelola) . 

( 1 1 ) Diisi dengan nama Pej abat Eselon I Kementeriari / Lembaga. 

( 1 2 ) Diisi dengan NIP/ NRP Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga. 
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MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 
ESELON ! .  . . . . . . . . . . . .  _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )  

No Uraian Semula Menj adi + / -. 

A. Satker. . . . . . .  (2) 
(kode Digital · 

Stamp) ( l 2) 

1 .  Program . . .  (3) 

2 .  Kegiatan . . .  (4) 
3 . Keluaran (Output) 

. .  . .  (5)  
• Volume aaa (6) bbb (7) ccc(S) 
• Rupiah Rp .xxx.xxx (9) Rp .yyy.yyy ( 1 0) Rp .zzz . zzz ( l  1 )  

B .  Satker . . . . . . .  (2) (kode Digital stamp) ( l 2)  

1 .  Program . . . (3 ) 
2 .  Kegiatan . . .  (4) 
3 .  Keluaran (Output) 

. .  . .  (5)  
• Volume aaa (6) bbb (7) ccc(S) 
• Rupiah Rp .xxx.xxx (9) Rp .yyy.yyy ( 1 0) Rp . zzz .zzz ( l  1 )  

PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 

NO URAIAN ISIAN 

( 1 )  Diisi dengan nomenklatur eselon I pengusul Revisi Anggaran . 

(2 )  Diisi dengan nomenklatur Satker yang direvisi .  

(3 )  Diisi dengan Program yang direvisi . 

(4) Diisi dengan Kegiatan yang direvisi . 

(5)  Diisi dengan Keluaran (Output) yang direvisi (termasuk apabila terj adi 

perubahan j enis Keluaran (Output)). 

(6) Diisi dengan volume Keluaran (Output) awal sebelum Revisi Anggaran . 

(7) Diisi dengan volume Keluaran ( Output) akhir setelah Revisi Anggaran . 

(8)  Diisi dengan penambahan / pengurangan · volume Keluaran (Output) 

setelah Revisi Anggaran . 

(9) Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran . 

( 1 0) Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran . 

( 1 1 ) . Diisi dengan penambahan / pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi 

Anggaran . 

( 1 2 ) . Diisi dengan Digital Stamp semula. 
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C .  FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN DARI PPA B U N  KEPADA 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

LOGO ( 1 ) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

�l��a�s���N 
;(()f>' PPA0 BUN· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(2 )
} 

: S- / / 2 0XX 
: Segera 
: Satu Berkas 

Nomor 
Sifat 

Lampiran 
Hal : U sulan Revisi Anggaran 

Yth . Direktur Jenderal Anggaran 
Di 

j akarta 

1 .  Dasar Hukum: 

(tanggal-bulan-20XX) 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK. 02 / 2 0 1 6  tentang Tata Cara Revisi 
Anggaran Tahun Anggaran 2 0 1 6 ;  

b .  . . . . . . . .  (4) ; 
c .  DHP RDP BUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tanggal. . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
d .  DIPA BUN . . . . . . . . . . . .  N o  . . . . . . . . . .  Tanggal . . . . . . . . . . . .  kode Digital Stamp . . . .  . .  

2 .  Alasan/ pertimbangan perlunya Revisi Anggaran: 
a. . . . . . . . . . . . . . . (5) ; 
b . . . . . . . . . . . . . . .  (6) . 

3 .  Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kategori revisi . . . . . .  (7) ; · . 

b .  Jenis revisi . . . . . . . . . . .  (8) . 
4 .  Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data 

dukung berupa: 
a.  Matriks perubahan (semula-menj adi) sebagaimana daftar terlampir; 
b. ADK RDP BUN DIPA Revisi; dan 
c . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) . 

Demikian kami sampaikan, atas kerj a  samanya diucapkan terima kasih . 

(Pej abat Eselon I Kementerian Keuangan 
selaku Pemimpin PPA BUN) 

. . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 
NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . ( 1 1 ) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN DARI PPA BUN 
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

NO URAIAN ISIAN 

( 1 )  Diisi dengan Logo Kementerian Keuangan . 

(2 )  Diisi dengan PPA BUN pengusul Revisi Anggarail . 

(3)  Diisi dengan alamat PPA BUN.  

(4) Diisi dengan dasar hukum lainnya (seperti : Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, dan Peraturan Presiden) , keputusan sidang kabinet, 
keputusan rapat yang dipimpin menteri koordinator,  direktif Presiden , 
atau direktif Wakil Presiden . 

(5)  Diisi dengan alasan/ pertimbangan yang menj adi penyebab 
dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebij akan atau ada 
penugasan baru . 

(6) Diisi dengan alasan/ pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran , 
antara lain : antisipasi terhadap . perubahan kondisi dan prioritas 
kebutuhan , atau direktif Presiden , dalam rangka menindaklanjuti hasil 
sidang Kabinet.  

(7)  Diisi dengan kategori revisi yaitu : perubahan rincian anggaran yang 
disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanj a  
termasuk pergeseran rincian anggaran belanj anya, perubahan atau 
pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap , 
dan / atauperubahan / ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai 
keperluan) . 

(8) Diisi dengan j enis Revisi Anggaran , contoh antara lain : pergeseran antar 
Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara (dari BA 999 . 0 8  ke BA 
999 . 99) . 

(9) Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi 
Anggaran yang dilakukan (contoh:  hasil keputusan Sidang Kabinet) . 

( 1 0) Diisi dengan nama Pej abat Eselon I Kementerian Keuangan selaku 

Pemimpin PPA BUN.  

( 1 1 )  Diisi dengan NIP/ NRP Pej abat Eselon I Kementerian Keuangan selaku 

Pemimpin PPA BUN.  
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MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 

·PPA BUN BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 )  

No Uraian Semula Menj adi + / -

A .  Satker.  . . . . . . (2) (kode . Digital 
Stamo\ ( 1 2)  

4 .  Program . . .  (3 )  

5 .  Kegiatan . . .  (4) 

6 .  Keluaran( Output) . . . (5) 
• Volume aaa (6) bbb (7) ccc (8) 
• Rupiah Rp .xxx .xxx (9) Rp .yyy.yyy ( 1 0) Rp . zzz . zzz( l 1 )  

B .  Satker . . . . . . .  (2) (kode Digital 
Stamp) ( 12 )  

4 .  

5 .  
6 .  

NO 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6 )  

(7)  

(8)  

(9) 

( 1 0) 

( 1 1 ) 

( 1 2 ) 
�· 

Program . . .  (3 )  

Kegiatan . . .  (4)  

Keluaran ( Output) . . .  (5)  
• Volume aaa (6)  bbb (7) ccc (8)  
• Rupiah Rp .xxx .xxx (9) Rp .yyy.yyy ( 1 0) Rp .zzz .zzz ( 1 1 )  

PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) 

URAIAN ISIAN 

Diisi dengan nomenklatur PPA BUN pengusul Revisi Anggaran . 

Diisi dengan nomenklatur Satker yang direvisi .  

Diisi  dengan Program yang direvisi .  

Diisi  dengan Kegiatan yang direvisi .  

Diisi dengan Keluaran · ( Output) yang direvisi (termasuk apabila terj adi 
perubahan j enis Keluaran ( Output) ) . 
Diisi dengan volume Keluaran ( Output) awal sebelum Revisi Anggaran . 

Diisi dengan volume Keluaran ( Output) akhir setelah Revisi Anggaran . 

Diisi dengan penambahan/ pengurangan volume · Keluaran ( Output) 

setelah Revisi Anggaran . 

Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran . 

Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggarari " 

Diisi dengan penambahan / pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi 
Anggaran . 

Diisi dengan Digital Stamp semula. 

--� 
Salinan se-s.i:1 ·= 'Cl.'&1�' 
Kepala )3iro Umum ' 

I :' u: b----- . Kepilla - �g1ann T. T. l:J. tJ. ,,, Kem n tenan I I _.. , . ,  ) �11 I ';", , \...I � rm-->' . __..,-- I -�� ; ., I 

GIAR � "" ·<N"' 
I,. .... \ _.v,,,;, NIP 1 95 'f)4 0 r 9_ 2 1 00 1 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,  
ttd . 

BAMBANG 'P .  S .  BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 5  / PMK. 02 / 2 0 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 6  

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN 
PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

A.  ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN BA GIAN ANGGARAN 
KE MENTE RIAN/ LEMBAGA 

• Surat usulan 
revis i ;  

• Data clan 
Dokumen . 

Keterangan : 

• Mereviu Surat usulan 
revisi anggaran dan 
kelengkapan Dokumen 
penduku ng; 

• Menel i ti Surat usu Ian 
revisi anggaran clan 
kelengkapan Dokumen 
pendukung; 

,,......,.rttm•11'l1"?m......,•1..,,.,.,...,..,.,,,..,.,,nmn .. lt'lt>l••_.,,....,_,1mmr.rt1l"ttlttr.1mi•nmtt'"n,.,, 

• Surat 
pengesahau 
revisi . di lampiri 
Notifikasi. 

Notifikasi dari sistem : 
�� • persetuj uan revisi ;  

• Kode digital stamp 
yg baru. 

server 
RKA-K/L­
D!PA 

:-----------------� 
[_ _ _  �'.'..�:�'.��-·! _ _ _  ) 

anggaran "1 N 
·"11> 

y 

1 .  Eselon I menyiapkan usulan perubahan anggaran untuk direviu oleh 
APIP K / L .  

2 .  APIP K/ L melakukan revm yaitu dengan melakukan verifikasi atas 

kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta 

kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran . 

3 .  Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP K/ L, Eselon I menyiapkan 
usulan-usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung 
untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran . 

4 .  Direktorat Jenderal Anggaran meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan 
kelengkapan dokumen pendukung. 

5 .  Direktorat Jenderal Anggaran melihat kelengkapan dokumen usulan revisi 
anggaran . 
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a.  dokumen pendukung tidak lengkap ;atau 

b .  penelaahan Revisi Anggaran ditolak, 

Direktorat Jenderal Anggaran akan menetapkan Surat Penolakan Revisi 
Anggaran dan menyampaikannya kepada Eselon I .  

7 .  Dalam hal usulan revisi anggaran menyebabkan perubahan PNBP, usulan 
revisi anggaran juga disampaikan ke Direktorat PNBP. 

8. Direktorat PNBP meneliti usulan revisi anggaran · yang menyebakan 
penibahan PNBP dan berkoordinasi dengan Direktorat Anggaran I /  
Direktorat Anggaran I I/ Direktorat Anggaran III . 

9 .  Direktorat Anggaran I / Direktorat Anggaran I I/ Direktorat Anggaran III 
meneliti usulan revisi anggaran dan berkoordinasi dengan Direktorat PNBP 
terkait PNBP. 

1 0 .  Dalam hal terj adi perubahan pagu maka akan dilaksankan penelaahan 
usulan revisi · anggaran . 

1 1 . Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan dengan 
Kementerian/ Lembaga untuk usulan Revisi Anggaran yang memerlukan 
penelaahan . 

1 2 .  Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan Revisi Anggaran 
disetujui ,  Direktorat Jenderal Anggaran akan memberikan pengesahan 
( approvan pada aplikasi . 

1 3 .  Setelah database di- upload, server akan memberikan notifikasi persetujuan 
revisi dan menerbitkan kode digital stamp baru . 

1 4 .  Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan surat pengesahan revisi yang 
dengan dilampiri notifikasi sistem . 

1 5 . Eselon I menerima pengesahan revisi dari DJA dan melaksanakan kegiatan 
sesuai hasil pengesahan revisi anggaran . 
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B .  ALUR MEKANISME REVISI 
BENDAHARA UMUM NEGARA 

ANGGARAN BA GIAN 

• Surat usulan Revisi  

Anggaran; 

• Data dan dokumen 

pendukung. 

• Surat  usulan 

Revis i  Anggaran; 

• Data dan dokumen 
pend uku ng. 

Keterangan : 

• Mereviu usulan Revisi  

Anggaran dan 

kel engkapan dokumen 

pendukung. 

• Menel iti usulan Revis i  
Anggaran dan 
kelengkapan dokumen 
pendukung. 

J--::::� 
r--N 

Surat penolaka n  (-m��"'"'"=� 
Revis i  Anggaran.  

• Surat 
pengesahan 
revisi, dilampiri 
notifikasi sistem. 

Notifikasi dari s i stem : 

�� • Pengesahan revis i ;  ..;-.. �-• Kade digital stamp 
yang baru. 

ANGGARAN 

• Pencetakan 

DHP RDP 

BUN Revis i .  

• Upload ke 
server . 

RKA-K/L­
DIPA. 

1 .  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan Revisi · Anggaran untuk 
direviu oleh APIP K/ L dalam hal usulan Revisi Anggaran membutuhkan reviu 
APIP K/ L.  

2 .  Reviu yang dilakukan APIP K/ L yaitu dengan melakukan verifikasi atas 
kelengkapan . dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan 
kaidah-kaidah penganggaran . 

3 .  Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP K/ L, KPA menyiapkan usulan­
usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung kepada PPA BUN 
untuk disampaikan kepada DJA. 

4 .  DJA meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung. 

5. Dalam hal :  

a .  dokumen pendukung tidak lengkap ; atau 

b .  penelaahan Revisi Anggaran ditolak, 

DJA akan menetapkan Surat Penolakan Revisi Anggaran dan menyampaikannya 

kepada PPA BUN . 

6 .  DJA melakukan penelaahan dengan PPA BUN untuk usulan Revisi Anggaran 
yang memerlukan penelaahan . 

7 . Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan Revisi Anggaran telah sesuai ,  

DJA akan menetapkan DHP RDP BUN Revisi sebagai dasar penerbitan DIPA BUN 

Revisi .  
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8 .  Berdasarkan D H P  RDP BUN Revisi ,  DJA akan mengunggah ADK RDP BUN- DIPA 
Revisi untuk memperbarui database. 

9 .  Setelah database di- upload , server akan memberikan notifikasi persetujuan revisi 
dan menerbitkan kode digital stamp baru . 

1 0 . DJA menerbitkan surat pengesahan revisi yang dilampiri notifikasi sistem . 

1 1 . PPA BUN/ KPA BUN menerima persetujuan revisi dari DJA dan melaksanakan 
kegiatan sesuai persetujuan revisi . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u . b .  
Kepala Bagian T. U .  Kementerian 

� 
GIARTO j 
NIP 1 9590420 1 98402 1 00 1  

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd . 

BAMBANG P . S . BRODJONEGORO 

Jr ,11,_., i, u · '(t· 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 5 / PMK. 02 / 20 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 6  

FORMAT SURAT HASIL REVIU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 
KEMENTERIAN / LE MBA GA 

LOGO ( 1 )  KEMENTERIAN/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2)  L INSPEKTORAT/i���t
E

.��e������.�.���-����� -
·
.
·
. : : : : : ·. : ��)

·
· · ·��� . . . . . . . . .  (4_( 

Nomor : S- / · / 2 0XX (tanggal-bulan) 20XX 
Sifat : $egera 
Lampiran 
Hal : Hasil Reviu Revisi Anggaran 

Yth . Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I . . .  (5)  
Di 

Tern pat 

Berkenaan dengan Surat Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pej abat 
Eselon I . . .  (6) Nomor . . .  (7) yang diterima secara lengkap pada tanggal . . .  (8) , bersama ini 
kami sampaikan hasil reviu sebagai berikut: 

1 .  Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 
a .  Kategori Revisi Anggaran : . . . (9 ; )  
b .  · Jenis Revisi Anggaran: . . .  ( 1 0) ;  
c .  Revisi Anggaran menyebabkan penambahan/ pengurangan pagu anggaran sebesar Rp . 

( 1 1 ) ;  
d .  Satker: . . .  ( 1 2 ) .  

2 .  Surat usulan Revisi Anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa: 
a .  Matriks perubahan (semula-menjadi) ; 
b .  ADK RKA K/ L DIPA Revisi atau ADK RDP BUN DIPA Revisi . . .  ( 1 3 ) ;  
c .  RKA Satker atau RKA BUN . . .  ( 1 4) ;  
d. Copy DIPA terakhir aiau Copy DIPA BUN terakhir . . .  ( 1 5) ;  dan 
e. . . .  ( 1 6) . 

3 .  Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah . . . . .  ( 1 7) .  
4 .  Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin 

bahwa usulan Revisi Anggaran terkait . . .  sebesar Rp . . . . .  ( 1 8) tidak sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor . . .  / PMK. 02 / . . .  ( 1 9)  tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 
Anggaran 2 0 1 6 .  

Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama proses reviu kepada 
pej abat/ pegawai pada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I . . .  (20)  

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih . 
· a .n .  Inspektur Jenderal 

Inspektur . . . .  (2 1 )  

. . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (22)  
NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23)  

Tembusan: 
1 .  Inspektur Utama/ Inspektur Jenderal/ Pimpinan APIP . . . . .  ; 

2 .  Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I . . . .  ; (24) 

3 .  Kepala Biro Perencanaan . . . . .  
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT HASIL REVIU APARAT PENGAWASAN INTERN 

PEMERINTAH KEMENTERIAN / LEMBAGA 

NO URAIAN ISIAN 

( 1 )  Diisi dengai� Logo Kementerim1/ Lembaga. 

(2 )  Diisi dengan nomenklatur Kementerian/ Lembaga. 

(3 ) Diisi dengan nama APIP K/ L. 

( 4) Diisi dengan ala.mat APIP K/ L.  

(5 )  Diisi dengan Unit Eselon I Pengusul Revisi Anggaran . 

(6)  Diisi dengan Unit Eselon I Pengusul Revisi Anggaran . 

(7) Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Unit 
Eselon I .  

(8)  Diisi dengan tm1ggal penerimaan dokumen penduktmg u sulai1 Revisi Anggaran 
secara lengkap . 

(9 ) Diisi dengan kategori Revisi Anggaran yaitu : perubahai1 rincian anggaran yai1g 
disebabkan penambahan a.tau pengurangan pagu ai1ggaran belanj a termasuk 
perge seran rincian anggaran belanj anya a.tau perubahan atau · pergeseran 
rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap . 

( 1 0) Diisi dengan j enis Revisi Anggaran, contoh antara lain : percepatan penarikai1 
PHLN dan / atau PHDN. 

( 1 1 )  Diisi dengan nominal penanibahan/ pengurangan anggaran . · 

( 1 2 ) · Diisi dengan uraian Satker yang mengalami Revisi Anggaran . 

( 1 3 ) Diisi se suai dengai1 Bagian Anggaran yang dilakukai1 Revisi Anggaran . 

( 1 4) Diisi sesuai dengai1 Bagian Anggaran yang dilakukan Revisi Anggaran . 

( 1 5 ) Diisi sesuai dengan Bagian Anggaran yang dilakukan Revisi Anggaran . 

( 1 6 ) Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait Revisi Anggaran yang 
dilakukan . 

( 1 7) Diisi dengan alasan/ pertimbangan se suai dengan surat usulari Revisi 
Anggaran . 

( 1 8 ) 

( 1 9 ) 

(20 ) 

(2 1 )  

(22)  

(2 3 )  

(24) 

Diisi dengan j enis Revisi Anggaran yang dilalrnanakan beserta nominalnya. 

Dhsi dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggarai1 
Tahun Anggaran 20 1 6 .  
Diisi dengan Unit Eselon I Pengusul Revisi Anggaran . 

Diisi clengan Jabatan Eselon II yang menandatangani surat hasil reviu atas 
nama Inspektur Jenderal/ pimpinan APIP K / L .  

Diisi dengan nama Inspektur/ Pej abat Eselon IIpenanda tai1gan surat hasil 
reviu u sulan Revisi Anggaran unit eselon I .  

Diisi dengan NIP / NRP In:::;pektur / Pej abat Eselon I I  penanda tangan surat hasil 
reviu u sulan Revisi Anggai-an unit eselon I .  

Diisi dengan Pimpinai1 APIP K / L ,  Pimpinai1 Unit Eselon I yang mengaj ukan 
Revisi Anggaran , clan Pimpinan l.Jnit Perencanaan Kementerian/ Lembaga. 

Salinan sesuaj cleJ'tgan aslinya ' \  .. ( '�� Kepala B ·xo,..Oi-rHun{ / 
;u . b .  · : 

Kepala � Ke r;n 1teriai1 , 7f,_.., ,,, I \ . i��� � GIARq\O tf/' -:t-"' / NIP 1 9� QL/-,_;2? �001 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA,  
ttd . 

BAMBANG P. S .  BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 5 / PMK.02 / 2 0 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVlSI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 6  

ALUR MEKANISME REVIS! ANGGARAN 
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

Surat 

Persetuj uan 

Eselon I 
-<--� • M e n eliti usulan Revisi Anggaran 

dan m enerbitkan persetujuan 

revisi anggara n 

• Surat Usulan Revisi Angga ran; 

• Data dan D o kumen Pendukung 

�--�""'"''�""·�-·-'";>- . anggara n dan ke l e ngkapan 

d o kumen pendukung; 

N • M e neliti Surat u�;v:-
i J ··•-•"'"''·-·-----"·"'--�------··=·,�·--·-�-�------·--···--�----�---·-"7-

Keterangan : 

t 
• Sura t  peno lakan revisi 

a ngga ran.  

-�--- � M .... _ .... ___ -_::. -,_-__ -,_-_.,,,,-'"""J�---· --"-

• Surat p engesahan revisi, 

dilamp iri notifikasi sistem. 

.__ _________ _ 

• Upload ke server 
RKA-K/L-D I PA 

• p engesahan revisi; 
• Kode digital stamp yang 

b a ru. ,__ _____ _ 

1 .  Kuasa Pengguna Anggaran / Eselon I menyiapkan usulan Revisi Anggaran 
yang menj adi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen pendukurtg. 

2 .  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti usulan Revisi 
Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.  

3 .  Dalam hal Revisi Anggaran ditolak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan akan menerbitkan surat penolakan Revisi Anggaran . 

4 .  Dalam hal Revisi Anggaran disetujui,  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan akan melakukan upload ADK RKA-K/ L DIPA ke server. 

5 .  Setelah ADK RKA-K/ L DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan 
diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda 
pengesahan Revisi Anggaran . 
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6 .  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat 
pengesaban yang dilampiri notifikasi pengesahan Revisi Anggaran . 

7 .  Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan 
. pengesahan Revisi Anggaran dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan . 

S alin.an sesuai clengan aslinya 
Kepala B iro Umum 

u . b .  
Kepala B agian T. U .  Kcmenterian 

#tr-
GIARTO :/ 
NIP l 9 5<fc)420 1 98402 1 00 l 

M ENTER! KEUANGAN REPUB LIK INDON ESIA,  
ttcl . 

BAMBANG P .  S .  BRODJONEGORO 

?f .jl ' . u ; "'if' f 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 5 / PMK. 02 / 2 0 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVIS!  ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6  

ALUR MEKANISME REVIS! ANGGARAN 
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN ESELON I KEMENTERIAN / LEMBAGA 

... 

anggaran;  . . . . .  , ., . .• ,; .. , .  

• Data dan dokumen 
.. . 

p e n d u kung. . 

• Menel iti s urat usulan revisi 
anggaran; 

• Mengecek kew.enangan; 
• Memeriksa kelengkapan 

dokumen pendukung; �;:;:';;�;� ;,":' - , =,,,,..._.,,,, __ ...... ------"'==--- ··-··········-· ..... . 

Keterangan : 

,,;s�fi· 
/ Revisi 

· 

Setuj u? . · · 

. ;./ 

1 .  Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan usulan Revisi Anggaran yang 
menj adi kewenangan Eselon I beserta data dan dokumen pendukung. 

2 .  Eselon I menerima usulan Revisi Anggaran meneliti surat usulan , 
mengecek kewenangan Revisi Anggaran , serta memeriksa kelengkapan 
dokumen pendukung. 

3 . Eselon I menyiapkan surat usulan Revisi Anggaran yang dilengkapi data 
dart . dokumen pendukung sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal 
Anggaran untuk mengesahkan . 

4 .  Berdasarkan usulan Revisi Anggaranyang telah disetujui Eselon I ,  
Direktorat Jendetal Anggaran dan/ atau Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan melakukan update database 
RKA-K/ L DIPA dan mengesahkan Revisi Anggaran . 

::,�,t "" � ; (,, Salinan /'.f-.s 'ai.-tien�n a linya 
Kepalql };3iro Umum 

1 · /u� , Kepala Bagifil . J' . .IJ . K1ementerian 
11.. � ..,. h 1".,..,_., ----- I 

L �� 
GIARTO 'ff. �- · � , . 1 , . ',�"-, 
NIP 1 95904Zo l-9�2 100 1 

MENTER! KEUANGAN REPUBLI K  INDONESIA, 
ttd . 

BAMBANG P . S . BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN VII 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K  INDONESIA 

NOMOR 1 5  / PMK. 02 / 2 0 1 6  

TENT ANG 

TATA CARA REVISJ ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 6  

Keterangan : 

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN 
PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

• Upd ate A D I< R KA-K/L; 
• Cetak POK; 
· · M e netapkan POK. 

•=--· �· ·=· ·-tm== .. . ... . 

fl--�: . .. · . . ·=�""" ' 

KPA menyiapka n :  

• S u r a t  usulan revisi; 

• Down load A D I< RKA-K/L 
D I PA u ntuk menyusun 
Matr iks Semula-Menjadi; 

• Update A D I< R KA-K/L D I PA; 

• D o kumen p e n d u kung; 

J .,:.; ., 
lr�\�%\t . . ');;;· lo.'S>')i'·'.'>�f l:r,� · ·1·• 1 ;-. ;{:i}} .. ,. ' , .·.· ' .... •' �\ 
:t · .............. ��­

. .  ·t � ' 

N ., ) 

1 .  Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Revisi Anggaran sesuai dengan 
kewenangannya. 

2 .  Kuasa Pengguna Anggaran meneliti apakah Revisi Anggaran yang 
dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran mengubah DIPA Petikan atau tidak. 

3 .  Dalam hal DIPA Petikan tidak berubah , Kuasa Pengguna Anggaran meng­
update ADK RKA-K/ L DIPA serta mencetak dan menetapkan Petunjuk 
Operasional Kegiata.n . 

4 .  Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan , 
Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan usulan Revisi Anggaran beserta 
dokumen pendukungnya. 

5 .  Dalam hal Satker yang direvisi merupakan Satker Badan Layanan Umum 
dan pagu Satker tidak berubah , Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharan akan langsung menyelesaikan revisi RKA-K/ L DIPA.  

6 .  Dalam hal Satker yang direvisi bukan merupakan Satker Badan Layanan 
Umum dan pagu Satker berubah, revisi RKA-K/ L DIPA diteruskan ke 
Eselon I untuk di proses lebih lanjut.  

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,  
ttd . 

BAMBANG P .  S .  BRODJONEGORO 
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